Menimbang

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 63  TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

‘a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
Sipil Negara, perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas, keadilan dan
transparansi pengangkatan pegawai negeri sipil dalam
jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango guna mewujudkan penyelenggaraan
pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa serta menjamin
keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka
perlu adanya standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

PARAF HIERARKHIS

/pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bone Bolango tentang Standar Kompetensi Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi

WABUP

SEKDA

ASISTEN |

ASISTENN  :(/
ASISTEN i /
KABAG ORTALA :

Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

Bolango;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4269);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5601});

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negaré
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003



10.

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037,

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara,

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 Tahun
2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
dilingkungan Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG STANDAR

KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango

Bupati adalah Bupati Bone Bolango

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
Bolango

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Bone Bolango



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan PemerintahanDaerah yang terdiri dari secretariat
Daerah, sekretariatDPRD, Organisasi Perangkat Daerah,
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
Bolango.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone
Bolango.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur pendukung
tugas Kepala Daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang
dapat berbentuk Dinas, Badan, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kabupaten
Bone Bolango.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh PNS, berupa pengetahuan, keterampilan,dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,sehingga
PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,
efektif, dan efisien.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan organisasiyang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau Keterampilan
tertentu.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Pejabat Struktural adalah pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan minimal yang



harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan
struktural.

18. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh
setiap pejabat struktural.

19. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

20. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap
kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

21. Kompetensi Sosio kultural adalah kemampuan dinamis dalam
mengambil beragam perspektif atau cara-cara alternatif saat
berinteraksi dalam situasi budaya berbeda-beda sehingga dalam
bekerja dapat berjalan efektif.

21. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secararingkas
dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok
tugas jabatan.

22. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua
tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh
pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil
kerja dalam kondisi tertentu.

24. Pengukuran Kompetensi adalah proses membandingkan antara
Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan Kompetensi

yang dimiliki oleh pemegang jabatan.

BAB I
PRINSIP PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN DAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal 2
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan atas
dasar prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi
kerja, jenjang pangkat dan syarat objektif lainnya tanpa

membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan atau golongan.

Pasal 3
Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama

meliputi:



Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Inspektorat; dan

Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(BKPPD) Kabupaten Bone Bolango;

2) Badan Keuangan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone
Bolango;

3) Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Pengembangan dan
Penelitian (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Bone Bolango;

4} Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BADAN KESBANGPOL)

5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Bone Bolango,

6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kabupaten Bone Bolango;

7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Bone

Bolango;
8) Dinas Kesehatan (DIKES) Kabupaten Bone Bolango;
9) Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Bone Bolango;
10) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bone Bolango;
11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL)
12) Dinas Pangan (DISPANG) Kabupaten Bone Bolango;

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Kabupaten Bone Bolango;

14) Dinas Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) Kabupaten Bone
Bolango,;

15) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone Bolango;

16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango;

17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PEMDES) Kabupaten

Bone Bolango;
18} Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;

19) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN]

Kabupaten Bone Bolango;

20) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Perlindungan Anak (DPPKB dan PA) Kabupaten Bone Bolango;



21) Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten

Bone Bolango;

22) Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja (DPMPTSP dan TK) Kabupaten Bone Bolango;

23) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) Kabupaten Bone

Bolango;

24) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 4
Standar Kompetensi Jabatan terdiri dari Kompetensi Manajerial,
Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosio cultural sesuai dengan

bidang tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Jabatan ini digunakan sebagai dasar dalam
proses perencanaan, seleksi, mutasi, promosi dan penempatan
PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di samping prestasi kerja,
jenjang pangkat, dansyarat objektif lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

(2) Standar Kompetensi Jabatan tersebut sebagaimana terdapat
dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUKURAN KOMPETENS! JABATAN

Pasa 6
Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan ini, maka perlu
diikuti Pengukuran Kompetensi dengan menggunakan metode
tertentu olehTim Khusus yang dibentuk sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

Pasal 7
Pengukuran Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 6, dapat
dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara,
penyebaran kuisioner, dan atau verifikasi dokumen-dokumen tertulis

lainnya sesuai pedoman /ketentuan yang berlaku.



Pasal 8
Standar Kompetensi Jabatan merupakan tolok ukur yang dinamis
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang harus
selalu dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan

organisasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS

WABUP

SEKDA D
ASISTEN |

ASISTEN I

ASISTEN Il of
KABAG ORTALA :

Diundangkan d{ Suwawa
pada tanggal 17  Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH ATEN

Ir. ' Hir TSHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 63



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 653 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 Desember 2020

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NamadJabatan : SEKRETARIS DAERAH
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN

Kode Jabatan 2

membantu Bupati daJam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif = terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administrative.

1. Integritas 4 | Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja kepentingan mematuhi nilai, norma, dan
yang mendorong etika organisasi dalam segala situasi dan
kepatuhan kondisi;
pada nilai, 4.2Mendukung dan menerapkan prinsip
norma, dan etika moral dan standa retika yangtinggi, serta
organisasi berani menanggung konsekuensinya;

4.3Berani melakukan koreksi atau

mengambil tindakan atas penyimpangan
kodeetik/nilai- nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ad aresiko.

2. Kerjasama 4 | Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmentim,sine dilingkup instansi yang dipimpin;
rgi 4.2Memfasilitasi kepentingan yang berbeda

dari unit kerjalain sehingga  tercipta
sinergi dalam rangka pencapaian target
kerja organisasi,

4.3Mengembangkan sistem yang menghargai
kerjasama antar unit,memberikan
dukungan/ semangat untuk memastikan
tercapainya sinergidalam rangka
pencapaian target kerja organisasi

4.1Mengintegrasikan informasi-informasi
penting hasil diskusi dengan pihak lain
untuk mendapatkan pemahaman yang

sama; Berbagi informasi dengan
pemangku kepentingan untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara

keseluruhan;




4.3 Menyampaikan

informasi
secara persuasif untuk

mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan  sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hatl pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4,2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka
jangka panjang panjang bersama-sama




dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit

kerja.

8. Pengambilan keputusan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung  risiko penyelesaian masalah yang
tinggi, melibatkan  beberapa/seluruh
mengantisipasi fungsi dalam organisasi;

risiko).
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;




10. Manajemen SDM

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
Manajemen ASN
yang tepat sesuai
kondisi.

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

4.3

4.1

4.2

4.3

pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi strategi
Manajemen ASN yang ada saat
ini, menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang  dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi Manajemen ASN

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.

11. Perencanaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Pembangunan Daerah mengevaluasi pelakasaan perencanaan
pembangunan daerah,
glrzi:»caar;zr; menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pembangunan pengembangan atau perbaikan
daerah cara keja vyang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
perencanaan  pembangunan
daerah dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan
perencanaan  pembangunan
daerah

12. Pengelolaan Keuangan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Daerah mengevaluasi terdadap
pelaksanaan teknis/ metode/sistem cara

pengelolaan

kerja menemu kenali kelebihan




keuangan dan
menyusun petunjuk
operasional
pengelofaan
keuangan daerah

4,2

4.3

dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan
keuangan daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait

Pengelolaan Keuangan
Daerah.
13. Penyusunan Produk Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Hukum Daerah mengevaluasi teknis/metode/sistem
pelaksanaan penyusunan produk hukum

penyusunan produk
hukum daerah dan
melakukan
pembahasan dengan
stakeholder terkait.

4.2 Mampu

4.3 Mampu

daerah, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara
kerja Penyusunan Produk
Hukum Daerah yang lebih
efektif/efisien dibidang
ekonomi, SDA, dan
Pembangunan;

melakukan
pembahasan dengan DPRD
dan/atau stakeholder terkait
Penyusunan Produk Hukum
Daerah dibidang ekonomi,
SDA, dan Pembangunan;
meyakinkan dan
mempercleh dukungan dari
stakeholder

pelaksanaan Penyusunan
Produk Hukum Daerah. dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
pengadaan barang dan jasa
dibidang ekonomi, SDA, dan
Pembangunan.

14, Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Mampu
Mengevaluasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terdadap

teknis/ metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan Barang
Miik Daerah vyang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,




menyusun petunjuk

operasional pelaksanaan
pengelolaan  Barang  Milik
Daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan  Barang  Milik
Daerah dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait ~ Pengelolaan Barang

Milik Daerah.

15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan  kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan / Ilimu Politik / Manajemen / Ilmu Sosial /
Ilmu Politik / Hukum / Psikologi / Komunikasi

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis Diklat Perencanaan
Pembangunan v
Daerah

Diklat Pengelolaan y
Keuangan Daerah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang  hukum,
keuangan,
kepegawaian,
perencanaan,
organisasi,
pemerintahan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) thun

2. Sedang atau v
pernah




menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tingkat I (Iv/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas Pengelolaan SDM;

2. Kualitas Pengelolaan Keuangan;
3. Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

membantu  Sekretaris

pernerintahan,

kebijakan daerah
perangkat daerah,
daerah di  bidang

1. Integritas

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
JABATAN PIMPINAN TINGGI
BIDANG KESEKRETARIATAN

Daerah  dalam penyusunan kebijakan daerah  di bidang

dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan

bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
tata pemerintahan, kesejahteraan  rakyat, kerja sama dan

4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara | 4.2 Menuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang

multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
mefebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2
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Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka
jangka panjang panjang bersama-sama




dalam
mendorong
manajemen
pembelajaran

rangka

4.2 Melaksanakan

4.3

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tingai,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh

fungsi dalam organisasi:

4.2 Menghasilkan solusi dari

4.3

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

Menginisiasi dan

9. Perekat Bangsa

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan

bermasyarakat;




10. Penyusunan
Kelembagaan Daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
mengoordinasikan
Penyusunan
Kelembagaan
Daerah

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja pembentukan organisasi
perangkat daerah,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan organisasi
perangkat daerah, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Penyusunan
Organisasi Perangkat Daerah
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu mengoordinasikan
pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah  wilayah
pemerintahan dan
memecahkan  masalah  di
bidang organisasi;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
organisasi perangkat daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pembentukan organisasi
perangkat daerah.

11. Analisis Potensi
Ekonomi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
potensi ekonomi

4.1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi,
dan penentuan sumber daya
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,mengklasifika
si, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untuk  dikembangkan dan
mengembangkan kapasitas
SDM  dalam  menganalisis
potensi ekonomi;

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis potensi ekonomi.




12. Penataan Wilayah
Pemerintahan

Mampu mengevatuasi
dan
mengoordinasikan
penataan wilayah
pemerintahan

41 Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja penataan wilayah
pemerintahan, menemukenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja

penataan wilayah
pemerintahan  yang  lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu mengoordinasikan
penataan wilayah
pemerintahan dan
memecahkan masalah
penataan wilayah
pemerintahan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder penataan wilayah
pemerintahan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait penataan  wilayah

pemerintahan.
13. Perencanaan Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu mengevaluasi
Penyediaan Sarana pelaksanaan pelaksanaan identifikasi

Ekonomi

penyedizan sarana
ekonomi

potensi ekonomi dan
penyediaan sarana ekonomi
yang ada saat ini serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan teknik perencanaan
penyediaan sarana ekonomi;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam mengidentifikasi
potensi ekonomi yang
potensial untuk dikembangkan
dan perencanaan penyediaan
sarana ekonomi;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
perencanaan penyediaan
sarana ekonomi

14, Pemberdayaan
masyarakat desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat
desa, serta menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan kebijakan
dan  rekomendasi  terkait

Pemberdayaan
kemasyarakatan yang
bergerak dibidang

pemberdayaan tiyuh / desa
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu memberikan
petunjuk teknis, cara kerja
pemberdayaan masyarakat
desa;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, terkait dengan
petunjuk teknis dan cara




kerja pemberdayaan
masyarakat desa.

Otonomi Daerah

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri
menerapkan

otonomi daerah.

dalam
kebijakan

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Administrasi Kebijakan / IlImu Manajemen / Ilmu Hukum /
Iimu Politik / IImu Administrasi Negara / Ilmu Pemerintahan

| Kesejahteraan Sosial

Sosiatri / Ilmu Sosial

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

\

2. Teknis

Diklat Teknis terkait
dengan
Pemerintahan dan
Kesejahteraan Sosial

v

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling

1. Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang
pemerintahan/
sosial/organisasi/
pemberdayaan
masyarakat
desa/kesejahteraa
n
sosial/perdaganga
n/industri/pereko
nomian secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

dalam

singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Pembina (IV/a)




E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang ekonomi;

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
kesejahteraan rakyat,



Nama Jabatan :  ASISTEN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Kelompok Jabatan i JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan ?

- Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan
. kebijakan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan
| pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kkebijakan daerah di bidang umum,
- organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan serta kepegawaian.

Integritas Mampu Menciptakan situasi  kerja

i menciptakan situasi yang mendorong  seluruh

; kerja yang pemangku kepentingan

mendorong mematuhi  nilai, norma, dan

| kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
i nilai, norma, dan situasi dan kondisi;

; etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar

etika yang tinggi, serta berani

menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau

mengambil  tindakan  atas

penyimpangan kode etik/nilai-
| nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
i meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
; komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

I 4.2 Memfasilitasi kepentinganyang

! berbeda dari unit kerja lain

sehingga tercipta  sinergi

' dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan

! tercapainya sinergi  dalam

f rangka pencapaian  target

1 kerja organisasi.

} 3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-

|

mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk

L multidimensi secara mendapatkan pemahaman




lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan inforrmasi

secam persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi
hasi kerja unitnya agar

selaras dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, ohjektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara  objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,




4.3

serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun  kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program

pengembangan

jangka panjang
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun program

pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen

4.3

pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan
unit kerja

pada

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secarma aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja,

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah
mengandung
tinggi,

yang
risiko

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh




9. Perekat Bangsa

10.  Advokasi Kebijakan
Manajemen Organisasi

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi  advokasi
kebijakan  produk
hukum daerah yang
tepat sesuai kondisi

4.2

4.3

4.2 Mampu

4.3

berbagai kondisi
stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi

fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi dari

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan

penanganannya
risiko).

(mitigasi

Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;
mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi kebijakan
manajemen organisasi yang
lebih efektif dan efisien dari

komunikasi dan pelaksanaan




4.3

advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi

kebtjakan manajemen
organisasi; dan

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembanglan strategi
advokasi kebijakan

manajemen organisasi yang
tepat untuk diri mereka sendiri

dalam menerapkan kebijakan.
11. Tats Kelola Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Administrasi Umum mengevaluasi  dan terhadap
Organisasi menyusun teknis/metode/sistem tata
perangkat  norma kelola administrasi  umum,
standar prosedur menemu kenali kelebihan dan
instrumen tata kekurangan melakukan
kelola administrasi pengembangan atau
umum perbaikan tata kelola
perlengkapan pimpinan yang
lebih efektif/ efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen tata
kelola administrasi umum; dan

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap tata
kelola administrasi  umum
serta memberikan bimbingan
dan fasllitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
tata kelola administrasi umum,

12, Tata Kelola Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Periengkapan mengevaluasi  dan terhadap

Pimpinan menyusun teknis/metode/sistem tata

perangkat norma kelola perlengkapan

standar  prosedur pimpinan, menemu kenali

instrumen tata kelebihan dan kekurangan

kelola perlengkapan
pimpinan

4.2

4.3

melakukan pengembangan
atau perbaikan tata kelola
perlengkapan pimpinan yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen tata
kelola perlengkapan
pimpinan; dan

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap tata
kelola perlengkapan pimpinan
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait




tata kelola perlengkapan
pimpinan.

13. Adwokasi Kebijakan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Administrasi dan mengevaluasi  dan terhadap

Pengelolaan Tata
Naskah Dinas

menyusun
perangkat norma
standar  prosedur
instrumen tata
kelola naskah dinas

4.2

4.3 Mampu

teknis/metode/sistem tata
kelola naskah dinas, menemu

kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau

perbaikan tata kelola naskah
dinas yang lebih efektif/
efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijiadikan norma standar,
prosedur, instrumen tata
kelola naskah dinas; dan
meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dar
stakeholder terhadap et
kelola naskah dinas serta
memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terait tata
naskah dinas.

14. Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

4.1

4,2 Mampu

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat
desa, serta menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan kebijakan
dan rekomendasi  terkait

Pemberdayaan
kemasyarakatan yang
bergerak dibidang

pemberdayaan tiyuh / desa
yang lebih efektif/efisien;
memberikan
petunjuk teknis, cara kerja
pemberdayaan masyarakat
desa

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, terkait dengan
petunjuk teknis dan cara
kerja pemberdayaan
masyarakat desa

15. Adwvokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Otonomi
Daerah vang tepat
sesuai kondisi

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan

kelompok sasaran yang
berbeda.
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk




A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

4.3

teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

2. Bidang Ilmu

Administrasi Kebijakan / IImu Manajemen / Timu Hukum /
Iimu Politik / IImu Administrasi Negara / Ilmu Pemerintahan
/ Kesejahteraan Sosial

Sosiatri / Ilmu Sosial

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

v

2. Teknis

Diklat Administrasi
dan Diklat Teknis
Kesejahteraan
Masyarakat

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1.

Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang
pemerintahan/sos
ial/  organisasi/
pemberdayaan
masyarakat desa/
kesejahteraan
sosial/
perdagangan/
industri/
perekonomian/
kepegawaian
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
Sedang
pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

dalam

atau

D. Pangkat

Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Sinkronisasi pelaksanaan program bidang administrasi;
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang kesejahteraan

sosial.




A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

4.3

teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

2. Bidang Ilmu

Administrasi Kebijakan / Ilmu Manajemen / Iimu Hukum /
Iimu Politik / Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Pemerintahan
/ Kesejahteraan Sosial / Sosiatri / Ilmu Sosial

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

v

2. Teknis

Diklat Administrasi
dan Diklat Teknis
Kesejahteraan
Masyarakat

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

8

Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang
pemerintahan/sos
ial/  organisasi/
pemberdayaan
masyarakat desa/
kesejahteraan
sosial/
perdagangan/
industri/
perekonomian/
kepegawaian
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
Sedang
pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

dalam

atau

D. Pangkat

Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Sinkronisasi pelaksanaan program bidang administrasi;
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang kesejahteraan

sosial.




tata  kelola
pimpinan.

perlengkapan

13. Adwokasi Kebijakan
Administrasi dan
Pengelolaan Tata
Naskah Dinas

Mampu

mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat norma
standar prosedur
instrumen tata
kelola naskah dinas

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem tata
kelola naskah dinas, menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan tata kelola naskah
dinas yang lebih efektf/
efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen tata
kelola naskah dinas; dan
Marmpu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap tata
keiola naskah dinas serta
memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terait tata
naskah dinas.

14. Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

4.1

4.2 Mampu

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat
desa, serta menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan kebijakan
dan  rekomendasi terkait
Pemberdayaan
kemasyarakatan yang
bergerak dibidang
pemberdayaan tiyuh / desa
yang lebih efektif/efisien;
memberikan
petunjuk teknis, cara kerja
pemberdayaan masyarakat
desa

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, terkait dengan
petunjuk teknis dan cara
kerja pemberdayaan
masyarakat desa

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Qtonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk




4.3

serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pernbelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengaiokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan !
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh




lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formai;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku

kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi
hasii  kerja unitnya agar

selaras dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

Memahami dan

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam

instansinya  telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektf, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,




Nama Jabatan :  ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah H KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan i

' Membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan
' daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan
i kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
| bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa,
| sumber daya alam dan konservasi.

i Integritas Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja

5 menciptakan situasi yang mendorong  seluruh

5 kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan

; kepatuhan pada etika organisasi dalam segala

| nilai, norma, dan situasi dan kondisi;

! etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

@ prinsip moral dan standar
5 etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
i orang lain, pada tataran
| lingkup kerja setingkat instansi
| meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4,1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
i berbeda dari unit kerja lain
| sehingga tercipta sinergi
| dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

; 4.3 Mengembangkan sistem yang
| menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk

multidimensi secara mendapatkan pemahaman



10.

9. Perekat Bangsa

Advokasi Kebijakan
Produk Hukum Daerah

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara

konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  produk
hukum daerah yang
tepat sesuai kondisi

fungsi dalam organisasi;
4.2 Menghasilkan solusi dari

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi kebijakan
produk hukum daerah yang
lebih efektif dan efisien dari

berbagai kondisi
stakeholder;
4.2 Mengembangkan norma

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi
komunikasi dan pelaksanaan




4.3

advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi

kebijakan produk hukum
daerah; dan

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi  kebijakan  produk

hukum daerah yang tepat
untuk diri mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan.

11, Pemetaan Potensi Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
Perekonomian Daerah mengembangkan strategi advokasi yang ada
strategi  Pemetaan saat ini menganailisis
Potensi kelemahan dan kekurangan
Perekonomian serta mengembangkan
Daerah yang tepat berbagai  teknik, metode
sesuai kondisi strategi Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah yang
lebih efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder;
4,2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi Pemetaan
Potensi Perekonomian Daerah;
dan

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah yang
tepat untuk instansi dalam

menerapkan kebijakan,

12. Advokasi Kebijakan Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
Iimu Ekonomi, baik mengembangkan strategi advokasi yang ada
Makro maupun Mikro strategi  advokasi saat ini menganailisis

kebijakan Hmu kelemahan dan kekurangan
ekonomi, baik serta mengembangkan
makro maupun berbagai teknik, metode
mikro yang tepat strategi advokasi kebijakan
sesuai kondisi ilmu ekonomi, baik makro

maupun mikro yang lebih
efektif dan efisien dan
berbagai kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma

4.3 Meningkatkan

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan ilmu ekonomi, baik
makro maupun mikro; dan

kapasitas
pemangku kepentingan untuk




mengembangkan strategi
advokasi kebijakan  ilmu
ekonomi, baik makro maupun
mikro yang tepat untuk diri
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan.

13. Advokasi Kebijakan
Manajemen Studi
Pembangunan

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
manajemen studi
pembangunan yang
tepat sesuai kondisi

4.1

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi kebijakan
manajemen studi
pembangunan yang lebih
efektif dan efisien dari
herbagai kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan noma

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan manajemen studi
pembangunan; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan
manajemen studi

pembangunan vang tepat
untuk diri mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan.

14. Advokasi Kebijakan
Administrasi
Pemerintahan Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
administrasi
pemerintahan
daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi kebijakan
administrasi  pemerintahan
daerah yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

4.2 Mengembangkan nomma

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi

kebijakan administrasi
pemerintahan daerah; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan
administrasi pemerintahan




daerah yang tepat untuk diri

mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah mengembangkan advokasi yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan Otonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang  dijalankan dengan
sesuai kondisi kelompok sasaran yang

berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma 1V

kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

2. Bidang Ilmu

Ekonomi / Manajemen / Teknik Sipil / Perencanaan Wilayah
dan Tata Kota / Administrasi Niaga

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

v

2. Teknis

Manajemen
pemerintahan
daerah
Pengelolaan
keuangan daerah
Manajemen
kepegawaian
Pengadaan barang/
jasa pemerintah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

2. Sedang

1. Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang
pemerintahan/hu
kum/organisasi/p
erekonomian dan
pembangunan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

dalam

atau
pernah
menduduki
jabatan

administrator




atau jabatan
fungsional

jenjang ahli
madya paling
singkat 2 {(dua)

tahun:
D. Pangkat Pembina Tingkat I/ (Iv/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase Kebijakan bidang perekonomian vyang

dikoordinasikan

2. Persentase koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan yang diselesaikan

3. Persentase Perangkat Daerah yang mampu menerapkan
SAKIP sasuai ketentuan

4. peningkatan kepuasan masyarakat terkait pelayanan
publik




Nama Jabatan :  STAF AHLI BIDANG PERCEPATAN
PENANGGULANAGAN KEMISKINAN DAN

INFRASTRUKTUR
Kelompok Jabatan ¢ JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah i KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan :

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang percepatan
' penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur serta melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.

Integritas Mampu Menciptakan situasi  kerja

menciptakan situasi yang mendorong  seluruh

a kerja yang pemangku kepentingan
! mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
; kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
? nilai, norma, dan situasi dan kondisi;

‘ etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
\ komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
| sinergi dipimpin;
.‘ 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan

‘ tercapainya sinergi  dalam

| rangka pencapaian target

| kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi

| pemikiran dengan pihak lain  untuk
! multidimensi secara mendapatkan pemahaman
i lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku



kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerfa secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan  untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;
informasi
secara persuasif untuk

mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasii  kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektiftas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan poiitik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

Memahami dan  member
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
sécara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras

dengan standar pelayanan
yang objektif, netrat, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan

orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

43

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti peiatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetenst dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Mermimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

4.2

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dan




9. Perekat Bangsa

Bidang Hukum,

Politik

10. Advokasi Kebijakan

Pemerintahan dan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mampu

strategi
bidang
pemerintahan
politik.

mengembangkan
advokasi
hukum,

membuat tindakan

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

dan

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

4.2 Mampu

4.3

4.2

risiko).
Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;
mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

Mampu melakukan evaluasi

terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui  kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara

kerja penyusunan kebijakan
bidang hukum, pemerintahan
dan politik yang lebih efektif
dan efisien

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja

yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan




4.3

kebijakan  bidang  hukum,
pemerintahan dan politik.

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan  bidang  hukum,
pemerintahan dan
peimbangunan, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
penyusunan kebijakan bidang
hukum, pemerintahan dan
politilc

11, Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Mampu
mengevaluasi
produk hukum
daerah.

4.1

4.2

4.3

Mengindentifikasi,
menganalisis kebijakan dan
produk hukum daerah serta
pelaksanaannya,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan serta rekomendasi
perbaikannya;
Mengembangkan teori, konsep
dan kebijakan penyusunan
produk hukum daerah,
meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait  untuk
menerima konsep, teori, dan
kebijakan yang dikembangkan;
Menjadi sumber rujukan
utama dalam implementasi
kebijakan dan pemecahan
masalah dalam penyusunan

produk hukum daerah.
12. Analisis Potensi Mampu 4.1 Mampu mengeval uasi
Ekonomi mengevaluasi pelaksanaan
pelaksanaan analisis identifikasi, mengklasifikasi,

potensi ekonomi

4.2

dan penentuan sumber daya
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi, mengklasifika
s, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untuk  dikembangkan dan
mengembangkan kapasitas
SDM  dalam  menganalisis
potensi ekonomi;

4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis potensi ekonomi.

13. Analisis Pelaksanaan

Mampu

4.1

Mampu mengevaluasi




Tata Pemerintahan mengevaiuasi pelaksanaan identifikasi,

pelaksanaan  tata mengklasifikasi, dan

pemerintahan penentuan arah tata

Kabupaten pemerintahan untuk

Semarang dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan tatg
pemerintahan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan penentuan arah
tata pemerintahan yang
potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan;

4.3 Mampu mevyakinkan dan
memperoteh dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis  pelaksanaan tata

pemerintahan.

14, Analisis Kondisi Politik, 4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
mengevatuasi pelaksanaan identifikasi,
pelaksanaan analisis mengklasiftkasi, dan
kondisi poiitik penentuan kondisi politik dan
Kabuapten arah politk serta menemu
Semarang, kenali kelebihan dan

kelemahan kondisi politik saat
ini dan potensi kondisi politik

di masa depan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dafam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan ndisi politik dan
arah politk saat ini dan
mengembangkan kapasitas
SDM dalam menganalisis arah
dan kondisi politik ke depan;
4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis untuk arah dan kondisi

politik ke depan.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan Ctonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang dijalankan dengan
sesuai kondisi kelompok sasaran yang

berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk




A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma 1V

4.3

teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah,

2. Bidang Ilmu

Iimu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / Sosial
Politik / Ilmu Administrasi / Perekonomian

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

Vv

2. Teknis

1. Perancangan
Peraturan
Perundang-
undangan,

2. Pemerintahan
Daerah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

2. Sedang

1. Memiliki

pengalaman
jabatan
bidang
huku/pemerintaha
n/politik  secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

dalam

atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

' 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan
' 2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang

Penanggulangan Kemiskinan
3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang Peningkatan

infrastruktur




Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH

Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan 3

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
pengembangan produk unggulan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain
- yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Integritas Mampu .1 Menciptakan situasi  kerja
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
| lingkup kerja setingkat instansi
| meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
T komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
‘ sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang

. menghargai kerja sama antar

i unit, memberikan dukungan /

semangat untuk memastikan

tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku



kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sabelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit  kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasi keria unitnya agar
selaras  dengan sasaran
strategis instansi;

Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoenitor,
mengevaluasl,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami  dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oieh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
vang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1

4,2 Melaksanakan

4.3

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1

4.2

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan solusi  dan




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Hukum,
Pemerintahan dan
Politik

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang hukum,
pemerintahan  dan
politik.

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui  kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang hukum, pemerintahan
dan politik yang lebih efektif
dan efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan




4.3

kebijakan  bidang  hukum,
pemerintahan dan politik.
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan  bidang  hukum,
pemerintahan dan
pembangunan, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder terkait
penyusunan kebijakan bidang
hukom, pemerintahan dan
politk.

11. Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Mampu
mengevaluasi
produk hukum
daerah.

4.1

4.2

4.3

Mengindentifikasi,
menganalisis kebijakan dan
produk hukum daerah serta
pelaksanaannya,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan serta rekomendasi
perbaikannya;
Mengembangkan teori, konsep
dan kebijakan penyusunan
produk hukum daerah,
meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait  untuk
menerima konsep, teori, dan
kebijakan yang dikembangkan;
Menjadi sumber  rujukan
utama dalam implementasi
kebijakan dan pemecahan
masalah dalam penyusunan
produk hukum daerah.

12. Analisis Potensi
Ekonomi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
potensi ekonomi

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
identifikasi,mengkiasifikasi,
dan penentuan sumber daya
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,mengklasifika
s, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untuk  dikembangkan  dan
mengembangkan kapasitas
SDM  dalam  menganalisis
potensi ekonomi;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis potensi ekonomi,

13. Analisis Pelaksanaan

Mampu

4.1

Mampu mengevaiuasi




Tata Pemerintahan mengevaluasi pelaksanaan identifikasi,

pelaksanaan  tata mengklasifikasi, dan

pemerintahan penentuan arah tata
pemerintahan untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan tata
pemerintahan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan penentuan arah
tata pemerintahan  yang
potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
analisis pelaksanaan tata

pemerintahan,

14. Analisis Kondisi Politik. 4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
mengevaluasi pelaksanaan identifikasi,
pelaksanaan analisis mengklasifikasi, dan
kondisi politik penentuan kondisi politik dan

arah politk serta menemu
kenali kelebihan dan

kelemahan kondisi politik saat
ini dan potensi kondisi politik

di masa depan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode cdalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan ndisi politik dan
arah politk saat ini dan
mengembangkan kapasitas
SDM dalam menganalisis arah
dan kondisi politik ke depan;
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
analisis untuk arah dan kondisi

politik ke depan.
15. Adwokasi kebijakan 4 Mampu 4,1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan Otonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang dijalankan dengan
sesuai kondisi ketornpok sasaran yang

berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk




A. Pendidikan 1. Jenjang

4.3

Sarjana / Diploma IV

teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

2. Bidang Ilmu

Ilmu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / Sosial
Politik / IlImu Administrasi / Perekonomian

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

v

2. Teknis

1. Perancangan
Peraturan
Perundang-
undangan, {

2. Pemerintahan
Daerah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki

2. Sedang atau

pengalaman
jabatan dalam
bidang
huku/pemerintaha
n/politik  secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

pernah

menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang produk

Unggulan daerah

3. Sinkronisasi pelaksanaan program Komoditi Unggulan




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI
KESEKRETARIATAN

Membantu Bupati dalam memberikan telaahan dan kajian mengenai
. pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan, agar mampu mempercepat
| tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1. Integritas

Mampu
menciptakan situasi
kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

| 4.2

4.3

Menciptakan situasi  kerja
yang mendorong  seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi  nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelurmnnya

4.1

4.2

4.3 Mendorong

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
rmencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasii kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
mempeérhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
fransparan, objektif,
dan profesional

4.1

4,2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
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kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarabkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktf di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan  memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak kepttusan,

4,1 Menyusun

4.2

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah vyang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dan




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Sumber
Daya Manusia dan
Kebudayaan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi  advokasi
bidang
Pengembangan
Sumber Daya
Manusi dan
Kebudayaan.

4.3

4.2 Mampu

4.3

4.2

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

Membuat keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

Menginisiasi
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;
mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

dan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui  kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang hukum, pemerintahan
dan politik yang lebih efektif
dan efisien

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan




4.3

kebijakan  bidang  hukum,
pemerintahan dan politik.

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan  bidang  hukum,
pemerintahan dan
pembangunan, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
penyusunan kebijakan bidang
hukum, pemerintahan dan
politik.

11. Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Mampu
mengevaluasi
produk hukum
daerah.

4.1

4.2

4.3

Mengindentifikas,
menganalisis kebijakan dan
produk hukum daerah serta
pelaksanaannya,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan serta rekomendasi
perbaikannya;
Mengembangkan teori, konsep
dan kebijakan penyusunan
produk hukum daerah,
meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait  untuk
menerima konsep, teori, dan
kebijakan yang dikembangkan;
Menjadi sumber  rujukan
utama dalam implementasi
kebijakan dan pemecahan
masalah dalam penyusunan
produk hukum daerah.

12. Analisis Potensi
Ekonomi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
potensi ekonomi

4.1

4.2

4.3 Mampu meyakinkan dan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
identifikasi,mengkiasifikasi,
dan penentuan sumber daya
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,mengklasifika
s, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untuk dikembangkan dan
mengembangkan kapasitas
SDM  dalam  menganaliisis
potensi ekonomi;

memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
analisis potensi ekonomi.

13. Analisis Pelaksanaan

Mampu

4.1

Mampu mengevaluasi




Tata Pemerintahan mengevaluasi pelaksanaan identifikasi,

pelaksanaan  tata mengklasifikasi, dan

pemerintahan penentuan arah tata
pemerintahan untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan tata
pemerintahan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan penentuan arah
tata pemerintahan yang
potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis pelaksanaan tata
permerintahan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
analisis  pelaksanaan tata

pemerintahan.

14. Analisis Kondisi Politik. 4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
mengevaluasi pelaksanaan identifikasi,
pelaksanaan analisis mengklasifikasi, dan
kondisi politik penentuan kondisi politik dan

arah politik serta menemu
kenali kelebihan dan

kelemahan kondisi politik saat
ini dan potensi kondisi politik

di masa depan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan ndisi politik dan
arah politk saat ini dan
mengembangkan kapasitas
SDM dalam menganalisis arah
dan kondisi politik ke depan;
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait hasil
analisis untuk arah dan kondisi

politik ke depan.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan  Otonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang  dijalankan  dengan
sesuai kondisi kelompok sasaran yang

berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kritena,
pedoman, dan/atau petunjuk




teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / Sosial

Politik / IImu Administrasi / Perekonomian

B. Pelatihan 1, Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan v

Tingkat II

2. Teknis 1. Perancangan
Peraturan
Perundang- Y
undangan,

2. Pemerintahan
Daerah

3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam

bidang
huku/pemerintaha
n/politik secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator v
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)

tahun:
D. Pangkat Pembina Tingkat I / (IV/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
Penanggulangan Kemiskinan

3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang Peningkatan
infrastruktur




Nama Jabatan ¥ INSPEKTUR

Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

Kode Jabatan

Memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah
bidang pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung
. kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja

I menciptakan situasi yang mendorong  seluruh

! kerja yang pemangku kepentingan

| mendorong mematuhi  nilai, norma, dan

‘ kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
| nilai, norma, dan situasi dan kondisi;

etika organisasi | 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
| etika yang tinggi, serta berani
! menanggung konsekuensinya;
i' 4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
: orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
} komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
! sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /

‘ semangat untuk memastikan

tercapainya sinergi  dalam

rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
' mengemukakan informasi penting hasil diskusi
| pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
' lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kKinerfa secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4, Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong wunit kerja di
kerja mencapai tingkat instansi untuk
target yang mencapai kineria yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

4.3 Mendorong

hasil kerja unitnya agar
selaras  dengan sasaran
strategis instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dar isu -
ist jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluast dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
tingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
ketja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
mengantisipasi

dampak keputusan,

4.1

4.2

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
pehyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dari




membuat tindakan berbagai masalah yang
pengamanan; kompleks, terkait dengan
mitigasi risiko bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan pemerintahan di lingkungan
kreatif untuk kerja dan masyarakat untuk
meningkatkan senantiasa menjaga persatuan
efektifitas dan kesatuan dalam
Organisasi keberagaman dan menerima

segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

. 43 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
| agama/kepercayaan,  suku,

1 jender, sosial ekonomi,
‘ preferensi politik.

10. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
pengawasan internal mengembangkan strategi advokasi yang ada
pemerintah strategi  advokasi saat ini menganailisis

kebijakan kelemahan dan kekurangan
pengawasan internal serta mengembangkan
pemerintah berbagai  teknik,  metode

strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dar
berbagai kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik;

4.3 Mendorong stakeholder untuk




mengembangkan strategi
advokasi yang tepat untuk diri
mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendin
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk

menerapkan kebijakan.

11. Pengawasan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
penyelenggaraan mengevaluasi dan terhadap

urusan pemerintah menyusiun perangkat teknis/metode/sistem cara

daerah norma standar kerja menemu kenali

prosedur instrument kelebithan dan kekurangan

pengawasan melakukan pengembangan

penyelenggaraan atau perbaikan cara kerja

urusan  pemerintah
daerah

4.2

4.3 Mampu

pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah  daerah
vang lebih  efektif/efisien
termasuk pengawasan internal
dan khusus;

Mampu menyusun pedomarn,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerinteh  daerah
termasuk pengawasan internal
dan khusus;

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pelayanan komunikast publik
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah
termasuk pengawasan internal
dan khusus.

12. Pengawasan

keuangan dan kinerja

perangkat daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat noma

standar  prosedur
instrument
pengawasan
keuangan dan

kinerja  perangkat
daerah

4.1

4.2 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/meatode/sistem cara
kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengawasan keuangan dan
kinerja perangkat daerah
yang lebih efektif/efisien;
menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan keuangan dan




4.3

kinerja perangkat daerah;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pengawasan keuangan dan
kinerja perangkat daerah.

13, Penyusunan
hasil pengawasan

laporan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat noma
standar prosedur
instrument

penyusunan laporan
hasil pengawasan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara keria
penyusunan laporan  hasil
pengawasan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan noma standar,
prosedur, instrumen
penyusunan laporan hasil
pengawasa;n

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pehgembangan e-goverment,
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
penyusunan laporan  hasil
pengawasan,

14. Pemantauan
tindaidanjut
pengawasan

hasil

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
pemantauan tindak
lanjut hasil
pengawasan

noma
prosedur

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
metakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pemantauan tindaklanjut hasil
pengawasan yang tebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pemantauan
tindaklanjut hasil
pengawasan;

Mampu meyakinkan dan




memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan informasi publik
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pemantauan tindaklanjut hasil

pengawasan.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah mengembangkan advokasi yang ada saat ini,
strategi  advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan Otonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang dijalankan  dengan
sesuai kondisi kelompok sasaran yang
berbeda.
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.

| 4.3 Meningkatkan kapasitas
‘ pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Ekonomi / Administrasi Negara / Hukum /Iimu

Pemerintahan

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan l

Kepemimpinan v

Tingkat II

2. Teknis Diklat teknis terkait y
pengawasan

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
pengawasan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki Vv
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:




D._ Pangkat

Pembina Tingkat I (Iv/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas penyelenggaraan urusan pernerintah daerah
dan tata kelola administrasi keuangan;

2. Penurunan prosentase penyimpangan pengelolaan
keuangan.




Nama Jabatan : SEKRETARIS DPRD

Kelompok Jabatan ¢ JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan :

' Memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menetapkan program kerja,
' berkoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melakukan pengawasan

' terhadap kepala bagian, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk,

' menyelenggarakan pembinaan, mengajukan saran, melaporkan kegiatan dan

- melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
. berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

\ Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja
_‘ menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
i kerja yang pemangku kepentingan
| mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
: kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar

etika yang tinggi, serta berani

' menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

| 2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
5 komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
! sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi

w dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi

: pemikiran dengan pihak lain  untuk
: multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku

kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara




meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja sacara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong et
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong wunit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi

hasil  kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

43

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang ocbjektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka




panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijalan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi,
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

43

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
menitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan,

4.1 Menyusun

4.2

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah vyang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dan
berbagat masalah  yang
kompieks, terkait dengan




9. Perekat Bangsa

hukum dan persidangan

mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan hukum
dan persidangan
yang tepat sesuai
kondisi

preferensi politik.
10. Advokasi Kebijakan Mampu '4,1. Mengevaluasi strategi

bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi

perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan

kelompok sasaran yang
berbeda

4.2. Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan hukum dan
persidangan.

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan




hukum dan persidangan

11. Manajemen SDM

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
Manaiemen ASN
yang tepat sesuai
kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi
Manajemen ASN yang ada
saat ini, menganalisis

kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, danfatau petunjuk
teknis strategi Manajemen
ASN;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.

12. Penyusunan risalah

dan kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian
produk-produk hukum

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat normma
standar  prosedur
instrument
penyusunan risaiah
dan kegiatan
persidangan  serta
pendokumentasian
produk-produk
hukum.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemu

kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau

perbaikan cara kerja
penyusunan risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk hukum yang lehih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerjg vang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
penyusunan risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk hukum; dan

4.3 Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penyusunan  nsalah dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk hukum dan
memberikan bimbingan dan
fasilitast kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
penyusunan  risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk hukum.




13. Pengelclaan Keuangan
Daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
Pengeloiaan
Keuangan Daerah

norma
prosedur

4.1

4,2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terdadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemuy kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengelolaan keuangan daerah
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah;

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasiiitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

14. Pengelolaan BMD

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
Pengelolaan BMD

norma
prosedur

4.1 Mampu

4.2

4.3 Mampu

melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan perundang-
undangan yang lain; mampu
merumuskan intisari dari suatu
kebijakan yang akan
memberikan dampak positif
dari maksud dan tujuan
kebijakan bagi instansi dan
masyarakat serta mampu
menetapkan untuk menjadi
draft/naskah final kebijakan
penyusunan Pengelolaan
BMD;

Menguasai kunci-kunci sukses
dalam implementasi suatu
kebijakan, dan menerapkan
praktek terbaik pendekatan
implementasi kebijakan,
mampu  merumuskan  solusi
terhadap hambatan dalam
implementasi suatu kebijakan
dan mengembangkan
pendekatan  baru  dalam
implementasi, dan mampu
memberikan dorongan dan
mengambil keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu kebijakan
penyusunan Pengelolaan
BMD;

meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari




stakeholder dalam penetapan
kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan penyusunan
perencanaan  pembangunan
daerah dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait kebijakan
Pengelolaan BMD.

15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah mengevaluasi  dan advokasi yang ada saat ini,
menyusun menganalisis kekuatan dan
perangkat norma kekurangan berbagai metode
standar prosedur yang dijalankan  dengan
instrument kelompok  sasaran  yang
berbeda
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/ Hukum/ Administrasi Negara/

Administrasi Publik/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/

Manajemen

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan

Tingkat II

2. Teknis Diklat legal drafting

Diklat teknis terkait

kesekretariatan

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kesekretariatan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki v
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli

<=




madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tingkat I {IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas hasii kajian yang digunakan sebagai bahan
perumusan kebijakan pengaggaran, legislasi dan
pengawasan;

2. Prosentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti
sebagai keputusan kebijakan DPRD,;

3. Prosentase perda yang terkaji/ ditetapkan;

4, Prosentase penurunan jumlah pelanggaran kode etik
DPRD.




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG
Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah g KESEHATAN
Kode Jabatan :

Memimpin, Menetapkan dan Merumuskan program kerja dan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
di bidang pekerjaan umum dan Pentaaan Ruang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas pembantuan
pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi  nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama B Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi




pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keselurnshan

4.2

4.3 Menyampaikan

dengan pihak fain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secarg
keseluruhan;

Menuangkan
pemnikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, QOrientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

4.2

memberi
perhatian kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisast;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan




4.3

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4,2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikutl pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan Karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara akiif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja,

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang

4.1

dan/atau
konsep

Menyusun
memutuskan




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
Pembangunan
Infrastruktur

Kebijakan

mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
pembangunan
infrastruktur  yang
tepat sesuai kondisi

4.2

penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

43 Mampu membuat program

4.2

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercaayaan, suku,

jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi




4.3

kebijakan

infrastruktur;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
pembangunan infrastruktur.

pembangunan

11. Teknik  Perencanaan
dan Pengendafian Tata
Ruang

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur
instrumen

perencanaan  dan
pengendalian tata
ruang

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem
perencanaan dan
pengendalian tata ruang,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik  perencanaan  dan
pengendalian tata ruang yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
perencanaan dan
pengendalian tata ruang;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dar
stakeholder terhadap
sistemperencanaan dan
pengendalian tata ruang serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
perencanaan dan
pengendalian tata ruang;

12. Rancang Bangun
Infrastruktur  Sumber
Daya Air dan Saluran
Drainase

Mampu
mengevaluasi
ketersediaan
infrastruktur Sumber
Daya Air dan saluran
Drainase dan
menyusun rancang
bangun  konstruksi
Sumbser Daya Air dan
Saluran Drainase

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
ketersediaan infrastruktur
{bendungan, embung, saluran
primer dan tersier irigasi) serta
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan ketersediaan
infrastruktur Sumber Daya Air
dan Saluran Drainase;

Mampu menyusun rancang
bangun infrastruktur
(bendungan, embung, saluran
primer dan tersier irigast) dan
Saluran Drainase

Mampu meyakinkan dan




memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan  infrastruktur
(bendungan, embung, saiuran
primer dan tersier irigasi) dan
Saluran Drainase.

13. Rancang bangun
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan

Bangunan Pelengkap

Mampu
mengevaiuasi
ketersediaan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap
dan menyusun
rancang bangun
Infrastruktur  Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap

1.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
ketersediaan infrastruktur
Jalan, Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap serta
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan ketersediaan
infrastruktur Jalan, Jembatan,
dan Bangunan Pelengkap;
Mampu menyusun rancang
bangun Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan Bangunan
Pelengkap;

Mampu meyakinkan dan
mempercleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan  Infrastruktur
Jalan, Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap.

14. Analisis Kelayakan Jjin
Usaha Pembangunan
Infrastruktur

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
kelayakan izin usaha
pembangunan
infrastruktur

4.1 Mampu

4.2 Mampu

4.3 Mampu

mengevaluasi
pelaksanaan analisis perizinan
usaha pembangunan
infrastruktur serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis kelayakan
pemberian ijin usaha
pembangunan infrastruktur;

menyusun  teknik,
metode, dan
mengembangkan  kapasitas
SDM  dalam menganalisis
kelayakan ijin usaha
pembangunan infrastruktur;

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
analisis pemberian ijin usaha
pembangunan infrastruktur,

15, Advokasi kebijakan
Ctonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok




daerah yang tepat sasaran yang berbeda;

sesuai kondisi. 4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah,

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Teknik Sipil/Teknik Industri/Arsitektur /Teknik Pengairan

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan v

Pratama

2. Teknis Diklat Manajemen

Konstruksi dan v

Penataan Ruang

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang Bina Marga
dan Cipta Karya
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun;

2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun;

D. Pangkat Pembina Tk.I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan Kualitas konstruksi jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase,

dan penataan ruang.




Nama Jabatan KEPALA DINAS KESEHATAN
Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah KESEHATAN

Kode Jabatan

Merumuskan dan Menetapkan hasil penyusunan dan rencana kegiatan dalam
membantu bupati melaksanakan kebijakan daerah di bidang peningkatan
pelayanan  dan mutu kesehatan masyarakat berdasarkan dokumen hasil
penyusunan kegiatan dan undang-undang tentang kesehatan agar
terselenggaranyan tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan
dan mutu kesehatan masyarakat.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit

komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang

sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-

mengemukakan informasi penting hasil diskusi

pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

2. Kerjasama 4




lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan

yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara; 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil Mendorong unit; 4.1 Mendorong unit kera di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang

melebiki hasil kerja
sebelumnya

4,2

4.3

ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengatuhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektf, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,




4.3

serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan stretegi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijjakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
tarpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan disi dan

orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorang
manajemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisast untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tingai,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang




9. Perekat Bangsa

Bidang Kesehatan

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

mengembangkan

strategi penyusunan
kebijakan  bidang
kesehatan yang
tepat sesuai kondisi.

melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko),

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi bidang

kesehatan yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi bidang
kesehatan.




4.3

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendii  dalam menerapkan
kebijakan kesehatan.

11. Pengelolaan  sarana

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat standar
prosedur sarana dan
prasarana kesehatan
serta
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan yang
komprehensif

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
pengelolaan  sarena dan
prasarana yang lebihy
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam
standar pengelolaan sarana
dan prasarana kesehatan;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pada pengelolaan
sarana dan prasaran kesehatan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
setiap unit lainnya atau
stakeholder terkait
pengelolaan  sarana  dan
prasarana kesehatan;

dan prasarana
kesehatan

12, Analisis Kelayakan
Rumah  Sakit

Fasilitas Kesehatan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat noma
standar prosedur
kelayakan rumah
sakit dan fasilitas
kesehatan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap

teknis/metode/sistem cara
kerja menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam

melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja Studi
Kelayakan  Pelatihan  dan

produkiivitas Tenaga Kerja
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen prosedur
kelayakan rumah sakit dan
fasilitas kesehatan;

Marmpu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait prosedur
kelayakan rumah sakit dan
fasilitas kesehatan dan
memberikan bimbingan dan




fasilitasi kepada instansi setiap
unit lainnya atau stakehoider
terkait kelayakan  rumah
sakit dan fasilitas
kesehatan;

13. Analisis Kelayakan Izin
Fammasi, Alat Kesehatan
dan Makanan Minuman

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument

norma
prosedur

4.1

4.2 Mampu

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja
menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam
melakukan  pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Kelayakan Izin Farmasi, Alat
Kesehatan dan  Makanan
Minuman yang lebih
efektif/efisien;

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja vyang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrument  Kelayakan Izin
Famrmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman;

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengembangan a-
goverment, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder terkait
kelayakan Izin Farmasi, Alat
Kesehatan dan  Makanan
Minuman;

14. Perencanaan dan
Pengembangan SDM
Kesehatan

Mampu

mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
perencanaan  dan
pengembangan SDM
kesehatan

norma
prosedur

4.1 Mampu

4.2

melakukan
evaluasi perencanaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan, menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
perencanaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen

perencanaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan;

4,3 Mampu mengkoordinasikan

pelaksanaan perencanaan dan




pengembangan SDM

Kesehatan.

15. Advokasi kebijakan 4

Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu

Ilimu Kesehatan/ Kedokteran/ Keperawatan/ Apoteker/

Kesehatan Masyarakat

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

Diklat Kesehatan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang kesehatan
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) thun

2. Sedang
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

atau

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas penyelenggaraan urusan dibidang kesehatan yang
meliputi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan

sumberdaya kesehatan




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI

KOMUNIKASI

Memimpin dan melaksanakan pengendalian program dan kegiatan di bidang
Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Informasi Publik, Pengelolaan
Data Elektronik sesuai prosedur dan ketentuan vang berlaku dalam rangka

mendukung kelancaran kegiatan operasional unit di lingkungan Dinas Komunikasi

dan Informatika.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi  nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara

lisan dan tertulis

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseiirruhan

4.2

4.3

dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi
haslil kerja unitnya agar selaras

dengan  sasaran  strategis
instansl;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dar isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal peiayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan vang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  Isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi onganisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objeitif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
vang objektf, netral, tidak
memthak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh




4.3

kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijalan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
penhgalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi tisiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan  memastikan
pengrapan  program-program
perubahan selaras antar unit
karja.

8. Pengambiian keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Komunikasi dan
Informatika

dampak keputusan,
membuat tindakan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu melakukan
harmonisasi
kebljakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi  Advokasi
Kebijakan  Bidang
Komunikasi dan
Informatika

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

Menginisiasi dan

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk  perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (harmonisasi)
dengan peraturan

perundangundangan yang lain,
mampu merumuskan intisari
dari suatu kebijakan yang akan
memberikan dampak positif
dari  maksud dan tujuan
kebijakan bagi instansi dan
masyarakat serta  mampu
menetapkan untuk menjadi
draft/naskah final suatu
kebijakan;

4.2 Menguasai kunci-kunci sukses




4.3 Mampu

dalam implementasi  suatu
kebijakan, dan menerapkan
praktek terbaik pendekatan
implementasi kebijakan,
mampu  merumuskan  soiusi
terhadap hambatan dalam
implementasi suatu kebijakan
dan mengembangkan
pendekatan baru  dalam
implementasi, dan mampu
memberikan dorongan dan
mengambil keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu kebijakan;
menetapkan  upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak lanjut

dari hasil monitoring dan
evaluasi,

11. Pengelolaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
komunikasi dan mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistemn
informasi Publik menyusun cara kerja menemu kenali

perangkat noma kelebihan dan  kekurangan
standar  prosedur melakukan pengembangan
instrument atau perbaikan cara kerja
Pengelolaan Pengelolaan komunikasi dan
komunikasi dan informasi Publik yang lebih
informasi Publik efeidiffefisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pengeiolaan
komunikasi dan  informasi
Publik;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
mempercleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan komunikasi dan
informasi Publik

12. Pengelolaan nama Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi
domain dan sub mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistem
domain menyusun cara kerja menemu kenali

perangkat  norma kelebihan dan kekurangan
standar  prosedur melakukan  pengembangan
instrument atau perbaikan cara kena
Pengelolaan nama Pengelolaan nama domain dan

domain dan sub
domain

sub domain yang lebih
efektif/efisien;




4.2

4.3

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pengelolaan
nama domain dan sub domain;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan nama domain dan
sub domain,

13. Pengelolaan Teknologi
dan Informatika

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar  prosedur
instrument
pengelolaan
teknologi dan
informatika

4.1

4.2

4.3 Mampu meyakinkan dan

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
care kerja menemu kenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara ketja
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
teknologi, informatika dan
manajemen data;

memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data.

14. Pengembangan E-
goverment

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar  prosedur
instrument
pengembangan e-
goverment

41

4.2

Mampu melakukan evaiuasi
terdadap teknis/metode/sistemn
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengembangan e-goverment
yang lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen




pelaksanaan pengembangan e-
government;

43 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengembangan e-goverment,
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pengembangan e-government.

15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Iimu Sosial/Teknik Informatika/Teknik Elektro/ Iimu Komunikasi/
Teknologi Informasi/ Manajemen Informatika/
Telekomunikasi
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Diklat Teknologi
Informasi dan v
Komunikasi
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan  dalam
bidang
komunikasi  dan
informasi  publik,
statistik secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima) v
tahun
2. Sedang atau
pernah




menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 ({(dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E.

Indikator Kinerja Jabatan

1.
2.
3

Kualitas kepuasan penyelenggaraan TIK dalam
pelayanan publik administratif;

Kualitas pemanfaatan layanan publik administratif
herbasis TIK;

Tingkat Pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran
komunikasi informasi dan media massa yang digunakan
oleh Pemerintah,




Nama Jabatan i KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UMKM

Kelompok Jabatan ¢ JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah :  PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI, DAN
UMKM

Kode Jabatan

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Mampu menciptakan Menciptakan situasi kerja yang

situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi  nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

kepentingan  untuk fujuan
meningkatkan kinerja secara

keseluruhan;

4.2 Menuangkan
pemikiran/konsep yang
muttidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan  sepakat pada
langkah-fangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
meiebihi hasil kerja
sebelumnya

4.3 Mendorong

4.1 Mendorong unit kerja di

tingkat  instansi uniuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

pemanfaatan

sumber daya bersama  antar

unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan  memberi

mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia iuar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatf,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman [lginnya, sera
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigast risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara herkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

dampak keputusan,

4,1 Menyusun

dan/fatau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
bidang
Perdagangan,
dan UMKM,

kebijakan
Perindustrian,
Koperasi

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasl
bidang
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan
UMKM.yang tepat
sesuai kondisi

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

4.1 Menginisiasi
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

dan

dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

4.1 Mampu mengevaluasl teknik,
metode strategi advokasi yang
ada saat ini menganalisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai  teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

4.2 Mampu mengembangkan
norma,  standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan

pelaksanaan advokasi yang




4.3

efektif serta monitoring dan
evaluasi advokasi kebijakan
bidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
UMKM,

Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi  advokasi  bidang
Perindustrian,  Perdagangan,
Koperasi dan UMKM vyang
tepat untuk dii  mereka
sendiri, mengidentifikasi
hambatan dilingkungan

mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan, sera
mengidentifikasi  menemukan

11, Analisis Kelayakan Izin
Koperasi

Mampu

mengembangkan
perangkat norma
standar prosedur
dan mengevaluasi
proses perijinan
koperasi

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
proses perijinan koperasi yang
ada saat ini pada tingkat
instansi, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbalkkan cara kerja

proses perijinan  pendirian
koperasi menjadi lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standard dan
prosedur proses  perijinan
koperasi di tingkat instansi;

meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder  terkait

pedoman petunjuk  teknis,
standard dan prosedur proses
perijinan koperasi.

12, Penilaian Koperasi Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
mengevaluasi, system/proses penilaian
menyusun kesehatan koperasi
perangkat  norma (permodalan, kualitas, aktiva
standar  prosedur, produktif, manajemen,
system/proses efisiensi, likuiditas,

penilaian kesehatan
koperasi

kemandirian dan pertumbuhan

koperasi}, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengernbangan

atau perbalkan cara kera
proses penilaian  kesehatan
koperasi menjadi lebih
efektif/efisien;
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Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standard dan
prosedur, system/proses
penilaian kesehatan koperasi;

4.3 Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkalt
systern/prosedur penilaian
kesehatan koperasi;

13. Pengawasan dan Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi
Pemeriksaan Koperasi mengevaluasi  dan system/proses  pemeriksaan
menyusun  nomma, terhadap penghimpunan dana,
standar, prosedur, penyaiuran dana,
pedoman dan keseimbangan dana dan
petunjuk, kinerja keuangan koperasi
mengkoordinasikan yang ada saat ini, menemu
proses pengawdasan kenali kelebihan dan
dan pemeriksaan kekurangan melakukan
koperasi pengembangan atau perbaikan
proses  pengawasan  dan
pemeriksaan menjadi efektif /
efisien;

4.2 Mampu menyusun dan
mengembangkan pedoman
petunjuk teknis system/proses
pengawasan dan pemeriksaan
koperasi;

4.3 Mampu mengkoordinasikan,
meyakinkan dan  mampu
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait
system/proses pengawasan
dan pemeriksaan koperasi;

14. Pemberdayaan dan Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi strategi
Pengembangan UMKM mengevaiuasi, pengembangan UMKM yang
menyusun  norma, ada,menemu kenali kelebihan
standar, prosedur dan kekurangan, melaku_kan
! ! pengembangan atau perbaikan
pedoman dan strategi pemberdayaan dan

petunjuk teknis pengembangan Usaha Mikro;
strategi 4.2 Mampu menyusun
pemberdayaan dan mengembangkan norma,
pengembangan standar, p_rosedur,_ pedomar!
UMKM dan petunjuk teknis strategi
pemberdayaan dan

pengembangan UMKM;
4.3 Mampu  mengkoordinasikan,

meyakinkan dan  mampu
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait strategi
pemberdayaan dan
pengembangan UMKM;




15. Advokasi kebijakan 4
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3 Meningkatkan kapasitas

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah;

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu

Teknik Industri/ Manajemen Bisnis/ Pendidikan Tata Niaga/ Iimu

Ekonomi/ Ilmu Bisnis

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

1. Diklat Teknis
Perkoperasian
dan Usaha Kecil
Menengah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki

pengalaman jabatan
dalam bidang
Perkoperasian dan
UMKM secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau

pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli

madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tk.I (IV/b)




E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase pertumbuhan dan pendapatan koperasi, dan
UMKM

2. Persentase kenaikan penjualan usaha mikro yang
difasilitasi pembinaan dan pemasaran.




Nama Jabatan i KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA

BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Jabatan

gas perangkat daerah bidang Pengendalia
rempuan, Perlindungan Anak berdasarka

ntah Kabupaten Bone Bolango

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-

mengemukakan informasi penting hasil diskusi

pemikiran dengan pihak lain untuk




multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan

mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangky
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau imelebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaiuasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersarma  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu mernonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
datam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organhisasi;

Menjaga  agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objekiif, netral, tidak




4.3

memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenyhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetens! dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2
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Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang




tinggi, melibatkan  beberapa/seluruh

mengantisipasi fungsi dalam organisasi;

dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan  solusi  dari
membuat tindakan berbagai masalah yang
pengamanan; kompleks, terkait dengan
mitigasi risiko bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;
4.3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

9. Perekat Bangsa Mendayagunakan .1 Menginisiasi dan
perbedaan  secara merepresentasikan
konstruktif dan pemerintahan di lingkungan
kreatif untuk kerja dan masyarakat untuk
meningkatkan senantiasa menjaga persatuan
efektifitas Organisasi dan kesatuan dalam

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.
10. Advokasi Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode

Pengendalian Penduduk, mengembangkan strategi advokasi yang ada saat
Keluarga Berencana dan strategi  advokasi ini menganailisis kelemahan
perlindungan anak kebijakan  Bidang dan kekurangan serta
Pengendalian mengembangkan berbagai
Penduduk teknik, metode strategi
Keluarga Berencana advokasi  kebijakan  Bidang
dan perlindungan Pengendalian Penduduk
anak Keluarga  Berencana  dan

perlindungan anak yang efektif
dan efisien dari berbagai




4.2 Mengembangkan
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norma
standar, |riteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana
dan pertindungan anak
Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan Bidang
Pengendalian Penduduk,
Keluarga  Berencana  dan
perlindungan anak.

11. Penyusunan Program
Kesehatan Perempuan
dan Anak

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrumen
Penyusunan
Program Kesehatan
Perempuan dan anak

noma,
prosedur,

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikkan cra keda
Penyusunan Program
Kesehatan Perempuan dan
anak yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,

4.3 Mampu

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
Penyusunan Program
Kesehatan perempuan dan
anak;

meyakinkan  dan
mempercleh dukungan dar
stakeholder Penyusunan
Program Kesehatan
perempuan dan anak dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait

12, Komunikasi, Informasi
dan Edukast PPKBPA

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun

perangkat, noma,

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan




standar  prosedur
dan pedoman
mekanisme
pelaksanaan
Komunikasi,
Informasi dan

Edukasi PPKBPA
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4.3 Mampu

melakukan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KKBPK;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KKBPK
meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakehoider pelaksanaan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi PPKBPA.

13. Pengembangan Fungsi
Keluarga

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat, normma,
standar  prosedur
dan pedoman
mekanisme
pelaksanaan
Pengembangan
Fungsi Keluarga

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terdadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
Pengembangan Fungsi
Keluarga;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan nonma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan  Pengembangan
Fungsi Keluarga;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengembangan Fungsi
Keluarga.

14, Perencanaan Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi
Pengendalian mengevaluasi  dan terhadap
Penduduk menyusun teknis/metode/sistem cara
perangkat  norma kerja menemu kenali kelebihan
! dan kekurangan melakukan
standar  prosedur, pengembangan atau perbaikan
instrumen cara kerja  pengendalian
perencanaan kuantitas  penduduk  dan
pengendalian pemetaan potensi
kuantitas penduduk pengendalian penduduk yang
lebih efektif/efisien;

dan pemetaan
potensi
pengendalian
penduduk

4.2

4.3 Mampu

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen
pelaksanaan perencanaan
pengendalian penduduk,
kuantitas penduduk  dan
pemetaan potensi

pengendalian penduduk;
meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari




stakeholder pelaksanaan
Perencanaan Pengendalian
Penduduk dan memberikan

bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder

terkait perencanaan
pengendalian kuantitas
penduduk dan  pemetaan
potensi pengendalian
penduduk.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Sarjana / Diploma IV

4.1

4.2

4,3 Meningkatkan

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

2. Bidang Iimu

Psikologi/ llmu Kesehatan Masyarakat/ lImu Pendidikan/
lImu Manajemen/ limu Pemerintahan/ Hukum/ limu Sosial

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

v

2. Teknis

1. Pelatihan
pengendalian
penduduk

v

2. Pelatihan

penyuluh
keluarga
berencana

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki

pengalaman
jabatan
bidang
pengendalian
penduduk dan KB
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

dalam




2. Sedang atau

pernah

menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling

singkat 2 {dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk. I (Iv/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Terkendalinya jumlah pertumbuhan penduduk;

2.

3.

Kualitas pengelolaan

berencana.

dan pembinaan keiuarga

Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan

Perempuan.




Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah :  KEPENDUDUKAN
Kode Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah
bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangand daerah
dan tugas Pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi

dan program Bupati serta berdasarkan peraturan yang berlaku untuk
mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1. Integritas Mampu menciptakan Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku



kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimens! dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.,

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

dengan standar pelayanan
yang objektf, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang {ain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4,1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasl untuk postsi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengeiola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dap memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kena.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




10. Advokasi
Administrasi
Kependudukan
catatan Sipil

9. Perekat Bangsa

Kebijakan

dan

membuat tindakan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
Kebijakan
Administrasi
Kependudukan dan
catatan Sipil

yang tepat sesuai
kondisi

4.2 Menghasilkan  solusi  dari

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

4.2

4.3
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berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

risiko).

Menginisiasi

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini  menganalisis kelemahan
dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi
advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder.

Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan

advokasi yang effektif serta




4.3 Memampukan

monitoring evaluasi advokasi
Kebijakan Administrasi
Kependudukan dan catatan
Sipil.

stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya vang dibutuhkan untuk

menerapkan Kebijakan
Administrasi  Kependudukan
dan catatan Sipil.

11, Sistem Manajemen Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi
Administrasi mengevaluasi  dan sistem manajemen
Kependudukan menyusun administrasi  kependudukan,

perangkat  norma menemu kenali kelebihan dan
standar  prosedur kekurangan melakukan
instrumen  sistem pengembangan atau perbaikan
manajemen sistem manajemen
administrasi administrasi kependudukan
kependudukan yang lebih efektif/ efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen sistem
manajemen administrasi
kependudukan;

43 Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap sistem
manajemen administrasi
kependudukan;

12. Pengelolaan data Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
kependudukan mengevaluasi  dan pengelolaan data

menyusun kependudukan, menemu kenali

perangkat  normma
standar  prosedur
instrumen
pengelolaan  data
kependudukan
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kelebihan dan kekurangan

melakukan pengembangan
atau perbaikan pengelolaan
data kependudukan

kependudukan vyang lebih
efektiff efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kera
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengelolaan data
kependudukan;




43 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
pengelolaan data
kependudukan serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait

pengelolaan data

kependudukan;
13. Penyusunan Profil 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Penduduk Kabupaten mengevaluasi  dan Penyusunan Profil Penduduk
menyusun Provinsi, —menemu  kenali

kelebihan dan kekurangan
Egsggfat prg.gglar melakukan pengembangan
; atau perbaikan Penyusunan
instrumen Profil Penduduk Kabupaten
Penyusunan  Profil yang lebih efektif/ efisien;

Penduduk Kabupaten | 4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen
Penyusunan Profil Penduduk
Kabupaten;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
Penyusunan Profil Penduduk
Kabupaten;

14. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Ekonomi / Administrasi Negara / Hukum /Ilmu Pemerintahan
/ Manajemen / Kebijakan Publik




8. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis 1. Diklat teknis v
dalam bidang
kependudukan
dan pencatatan
sipit

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kependudukan/ke
pegawaian secara
kurmulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun v

2. Sedang atau
pemah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk.I {IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
2. Kemudahan dalam administrasi kependudukan;
3. Rendahnya angka kesalahan dalam data kependudukan.




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Memimpin,

merumuskan,

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan
dan kearsipan berdasarkan prosedur yang ada agar pelaksanaan tugas berjalan

efektif dan efisien.

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis

untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk

mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;

sebelumnya

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan pubfik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ketompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

prograim
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, meiakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembeiajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8, Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tjnggi.r
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Perpustakaan
dan Kearsipan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengevaluasi,
mengembangkan
dan menyusun
strategi advokasi
kebijakan di bidang
Perpustakaan  dan
Kearsipan

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

41 Mampu melakukan evaluas
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Advokasi kebijakan
bidang  Perpustakaan dan
Kearsipan yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen




4.3 Mampu

pelaksanaan Advokasi bidang
Perpustakaan dan Kearsipan;

meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder, pelaksanaan
Advokasi Perpustakaan dan
Kearsipan serta memberikan
bimbingan dap fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Advokasi bidang
perpustakaan dan kearsipan;

10. Pengelolaan
Perpustakaan

Mampu
mengembangkan
perangkat  norma
standar  prosedur
dan mengevaluasi
Pengelolaan
Perpustakaan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara ketrja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
pengelolaan Perpustakaan dan
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam
standar pengelolaan
Perpustakaan;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pada pengelolaan
Perpustakaan;

12. Pelestarian

Koleksi

Nasional dan Naskah

Kuno

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
Kelayakan
Pelestarian  Koleksi
Nasional dan Naskah
Kuno

nofma
prosedur

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu  melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Studi Kelayakan
Pelestarian Koleksi Nasional
dan Naskah Kuno yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen prosedur
Kelayakan Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno;
meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait prosedur
Kelayakan Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno
sarta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lainnya atau  stakehoider




terkait Kelayakan Pelestarian
Koleksi Nasional dan Naskah
Kuro;

13. Pengelolaan Arsip

Mampu
mengevaiuasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
pengelolaan arsip

norma
prosedur

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemukan
keleblhan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan arsip
dan kinerja perangkat daerah
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengelolaan arsip dan kinerja
perangkat daerah;

Mampu meyakinkan

dan memperoleh dukungan
dari stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengembangan
pengelolaan arsip dan kinerja
perangkat daerah;

14. Perlindungan
Penyelamatan Arsip

dan

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
perlindungan dan
penyelamatan
arsip

4.1.

4.2,

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi  terhadap teknis/
metode/ sistem cara kerja
menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam
melakukan perlindungan dan
penyelamatan arsip  yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrument perlindungan dan
penyelamatan arsip;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengembangan e-
goverment, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
pertindungan penyelamatan
arsip;

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan




kebijakan  otonomi berbagai metode yang

daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok
sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu Sastra Indonesia/ Ilmu Bahasa/ Tata Naskah

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis 1. Diklat Teknis v
Perpustakaan dan
Kearsipan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
Perpustakaan dan
Kearsipan secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun v

2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk.I (I1V/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Presentase peningkatan Pengelolaan Perpustakaan,
pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
2. Kualitas pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip.




Nama Jabatan KEPALA DINAS PANGAN
Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah KETAHANAN PANGAN

Kode Jabatan

Memimpin dan menetapkan pedoman dan rencana programa kegiatan/pembinaan dilingkungan Dinas
Pangan Kabupaten Bone Bolango terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pangan secara
keseluruhan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai

petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4,2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil keria
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerga di
tingkat  instansi untuk
mencapat kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4,3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifias dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluast,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
ist jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektf, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menvyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi kebijakan
Bidang Ketahanan

Pangan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan bidang
Ketahanan Pangan

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya {mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara kerja,
mengetahul  kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
Ketahanan Pangan yang lebih
efektif dan efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan




penyusunan kebijakan
Ketahanan Pangan;
4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan Ketahanan Pangan,.

11, Perencanaan
Penyediaan
Infrastruktur
Kemandirian Pangan

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
Perencanaan
Penyediaan
Infrastruktur

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap

teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan

Kemandirian Pangan cara kerja Perencanaan
Penyediaan Infrastruktur
Kemandirian Pangan
efektif/efisien;

4.2 Mampu memberikan petunjuk
teknis dan  memecahkan
permasalahan dalam
pelaksanaan Perencanaan
Penyediaan Infrastruktur
Kemandirian Pangan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Perencanaan Penyediaan
Infrastruktur Kemandirian
Pangan.

12. Pemetaan Potensi Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Ketahanan Pangan mengevaluasi  dan terhadap
memecahkan teknis/metode/sistem cara
masalah dalam kerja menermu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pelaksanaan ) pengembangan atau perbaikan
Pemetaan  Potensi

Ketahanan Pangan

4.2

cara kerja Pemetaan Potensi
Ketahanan Pangan yang lehih
efektif/efisien termasuk;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen Pemetaan
Potensi Ketahanan Pangan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Pemetaan Potensi
Ketahanan Pangan.

13. Pengawasan Keamanan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Pangan mengevaluasi  dan terhadap
memecahkan teknis/metode/sistem cara
masalah dalam kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pelaksanaan

pengembangan atau perbaikan




Pengawasan
Keamanan Pangan

4.2

4.3

cara kerja Pengawasan
Keamanan Pangan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
Pengawasan Keamanan
Pangan;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengawasan Keamanan

Pangan.

14. Pengelolaan Distribusi

Pangan

Mampu
mengevaluasi dan
memecahkan
masalah
pelaksanaan
Pengelolaan
Distribus Pangan

dalam

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Pengelolaan
Distribusi Pangan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
Pengelolaan Distribusi Pangan;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Pengelolaan
Distribusi Pangan.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

A. Pendidikan

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Sarjana / Diploma IV

4.1

4.2

4.3 Meningkatkan

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah,

1. Jenjang




2. Bidang Ilmu Pertanian /Teknologi Pertanian/Penyuluh dan Komunikasi
[Pertanian/Teknologi Industri Benih/Teknologi Industri
Pertanian/Ilmu Hama dan Penyakit
Tumbuhan/Agrobisnis/Mikrobiologi Pertanian/Agronomi dan
Holtikultura

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis 1. Diklat Budidaya
Perikanan

2. Diklat
Pemberdayaan
Nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki Vv
pengalaman
jabatan dalam
bidang  Pangan
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah vV
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk. I (1V/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Menurunnya kerawanan pangan
2. Meningkatnya stabilitas ketersediaan pangan




Nama Jabatan KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Jabatan i

Memimpin Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di bidang penegakkan perundang-undangan dan kebijakan daerah, ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesual peraturan

perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Kabupaten

1. Integritas

4 Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

4 Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya  sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

4 Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;




kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil Mendorong unit{ 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang

melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.2

4.3

ditetapkan,
Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan  sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi,

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oieh

4.3

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yvang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak




terpengaruh
pribadi/kelompok.

kepentingan

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan

perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk




10. Pengendalian Ketertiban

Umum

meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pengendalian
ketertiban umum

senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja dan menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan Pengendalian
Ketertiban Umum;

4.2 Mampu menyusun  teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
Pengendalian Ketertiban
Umum;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
Pengendalian Ketertiban
Umum.
11. Penanganan dan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
pengendalian mengevaluasi dan terhadap
Kebakaran

menyusun perangkat
norma standar
prosedur instrument
Kemampuan
mengumpulkan
/mengidentifikasi
semua usaha yang
dilakukan untuk
mencegah,
menyiagakan,
memadamkan dan
penanganan akibat
kebakaran

teknis/metode/sistem  cara
kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan  pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Penanganan dan
pengendalian Kebakaran dan
penyelamatan Korban yang
lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen
Penanganan dan
pengendalian Kebakaran;




4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Penanganan dan
pengendalian Kebakaran dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder terkait
Penanganan dan
pengendalian Kebakaran
otonomi daerah.

12. Pemetaan Potensi
Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
Pemetaan Potensi
Kerawanan
Pelanggaran
Ketertiban Umum

4.1 Mampu melakukan evaluasi

terhadap
teknis/metode/sistem
pengumpulan,  pengolahan,
dan analisis Pemetaan Potensi
Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum;

4.2 Mampu menyusun  teknik,

metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
memetakan Potensi
Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
pemetaan potensi kerawanan
pelanggaran ketertiban umum.

13. Pemetaan potensi
bahaya kebakaran

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
Pemetaan Potensi
bahaya kebakaran

4.1 Mampu melakukan evaluasi

terhadap
teknis/metode/sistem
pengumpulan,  pengolahan,

dan analisis Pemetaan Potensi
bahaya kebakaran;

4.2 Mampu menyusun  teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
memetakan Potensi bahaya
kebakaran;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil

pemetaan potensi bahaya
kebakaran.

14, Penyuluhan pencegahan Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
kebakaran dan pelaksanaan efektifitas penyuluhan
pelanggaran ketertiban penyuluhan pencegahan kebakaran dan

pencegahan pelanggaran ketertiban;

kebakaran dan | 4.2 Mampu menyusun teknik
pelanggaran metode / media penyuluhan
ketertiban yang lebih efektif dan efisien

terkait pencegahan kebakaran
dan pelanggaran ketertiban;
4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap metode
dan media penyuluhan




pencegahan kebakaran dan
pelanggaran ketertiban serta
meningkatkan kapasitas SDM
penyuluhan.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka
menerapkan
otonomi daerah.

sendiri  dalam
kebijakan

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Iimu IImu Hukum / Pemerintahan / Administrasi Negara / Ilmu
Sosial / Komunikasi
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Diklat Pengendalian s
Massa
Diklat Penyidik v
pegawai negeri sipil
( PPNS)
Diklat Pemadam v
Diklat Dasar Pol-PP v
3. Fungsional =
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kepamongprajaa/l
inmas/pemadama
n/kebakaran
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
2. Sedang atau
pernah
menduduki v
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling

singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Pembina (IV/a)




E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Ketertiban Umum;
2. Penurunan Pelanggaran Perda;
3. Penurunan Kasus Kebakaran



Nama Jabatan KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Kode Jabatan

Memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang Ketersediaan,
Peternakan serta Pertanian di lingkungan Kabupaten Bone Bolango, serta pengawasan pelaksanaan
ketatausahaan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan peraturan yang berlaku

untuk mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, noma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama,; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/konsep yang
muitidimensi  dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku

kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasl pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

Mendorong unit keria di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang

melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

4,3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dan isu -
Ist jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dupia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatf,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  obiektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnva, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetens! dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
keria

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

danfatau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




Bidang Pertanian dan
Peternakan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  bidang
Pertanian dan
Peternakan

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.
10. Advokasi kebijakan 4 Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi

terhadap teknik/
metode/sistem cara kera,
mengetahui  kelebihan dan

kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
Pertanian dan Peternakan
yang lebih efektif dan efisien;
4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,




4.3 Mampu

prosedur, kriteria pelaksanaan
penyusunan kebijakan
Pertanian dan Peternakan

meyakinkan dan
mempercleh dukungan das
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebliakan  Pertanlan dan
Peternakan, serta memberikan

bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain  atau
stakeholder terkait

penyusunan kebijakan bidang
Pertanian dan Peternakan.

11. Analisis Kelayakan Izin Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Usaha Pertanian mengevaluasi terhadap
pelaksanaan analisis teknis/metode/sistem cara
perizinan cdan kerja menemu kenali kalebihan
meyakinkan dan kekurangan melakukan
stakeholder terkait pengembangan atau perbaikan
hasil analisis cara kerja analisis kelayakan
kelayakan perizinan izin usaha pertanian dan
petermakan yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu memberikan petunjuk
teknis dan  memecahkan
permasalahan dalam
pelaksanaan analisis perizinan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
mempercleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
anaiisis kelayakan izin usaha
pertanian dan peternakan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
analisis kelayakan izin usaha
pertanian dan peternakan.

12. Pengendalian dan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
penanggulangan mengevaluasi  dan terhadap

hama serta bencana memecahkan Eekpis/metode/:istelr_nk : b'chzra

; erja menemu kenali kefebihan

pertanian masalah dalam dag kekurangan melakukan

pelaksanaan pengembangan atau perbaikan

pengendalian  dan cara kerja pengendalian dan

penanggulangan penanggulangan hama seria

hama serta bencana
pettanian

bencana pertanian yang lebih
efektif/efisien termasuk




4.2

4.3 Mampu

pengawasan internal dan
khusus;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prasedur, instrumen
pengendalian dan
penanggulangan hama serta
bencana pertanian;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pengendalian dan
penanggulangan hama serta
bencana pertanian dan
memberikan bimbingan dan
fasilitast kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
pengendalian dan
penanggulangan hama dan
bencana pertanian

13. Pengawasan
penggunaan

sarana

prasarana pertanian dan

Peternakan

Mampu
mengevaluasi  dan
memecahkan
masalah
pelaksanaan
pengawasan
penggunaan sarana
prasarana pertanian
dan Peternakan

dalam

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
keria menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara ketja pengawasan
penggunaan sarana prasarana
pertanian dan  Peternakan
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengawasan
penggunaan sarana prasarana
pertanian dan Peternakan;
meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengawasan penggunaan
sarana prasarana pertanian
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
jain atau stakeholder terkait
pengawasan penggunaan
sarana prasarana pertanian
dan Peternakan.

14. Peningkatan
pertanian dan
Peternakan

produksi

Mampu
mengevaluasi dan
memecahkan
masalah dalam
pelaksanaan
penyediaan

sarana dan
prasarana,
penyediaan
pertanian dan
Peternakan

4.1.

Mampu melakukan evaiuasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
peningkatan produksi
pertanian dan peternakan
yang lebih efektif/efisien;




4.2, Mampu

4.3,

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrumen peningkatan
produksi pertanian dan
peternakan

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
peningkatan produksi
pertanian dan pangan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
peningkatan produksi
pertanian dan peternakan.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3 Meningkatkan

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Iimu Pertanian /Teknologi Pertanian/Penyuluh dan Komunikasi
/Pertanian/Teknologi Industri Benih/Teknologi Industri
Pertanian/Iimu Hama dan Penyakit
Tumbuhan/Agrobisnis/Mikrobiologi Pertanian/Agronomi dan
Holtikultura, Peternakan
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Diklat Budidaya v
Perikanan
2. Diklat v
Pemberdayaan
Nelayan kecil dan




usaha kecil
perikanan
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang Pertanian /
Teknologi
Pertanian/
Penyuluh dan
Komunikasi/
Pertanian/ v
Teknologi Industri
Benih/ Teknologi
Industri
Pertanian/ Ilmu
Hama dan
Penyakit
Tumbuhan/
Agrobisnis/
Mikrobiologi
Pertanian/
Agronomi dan
Hoitikultura
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 {dua)
tahun:
D. Pangkat Pembina Tk. I (Iv/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Prosentase peningkatan produksi pertanian dan
Peternakan;
2. Kecepatan pengendalian bencana (Penyakit/Hama)
terkait pertanian dan Peternakan.,




Nama Jabatan KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode Jabatan

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemuda dan olahraga berdasarkan Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan
kepemudaan dan keolahrgaan dan peraturan perundang-undangan lainnya agar tersusun dan

terselenggaranya kebijakan pemerintah dibidang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan
pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

43

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk tujuan




tujuan

meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
muitidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target,

5. Pelayanan Publik

Mampu memonHor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipas
dampak dar isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara

objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah selaras

dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;




4.3 Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebljakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4,1 Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya se@ra
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seiuruh
fungsi dalam onganisasi;

4.2 Menghasilkan  solusi  dari
berbagali masalah  yang




pengamanan; kompleks, terkait dengan

mitigasi risiko bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan
perbedaan  secara merepresentasikan
konstruktif dan pemerintahan di lingkungan
kreatif untuk kerja dan masyarakat untuk
meningkatkan senantiasa menjaga persatuan
efektifitas Organisasi dan kesatuan dalam

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4,2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

Kepemudaan dan mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
Olahraga strategi  advokasi kekuatan dan  kekurangan
kebijakan berbagai metode yang
kepemudaan  dan dijalankan dengan kelompok

olahraga sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan kepemudaan dan

olahraga;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan




oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kepemudaan dan
olahraga.

11. Pengelolaan
Kepemudaan

Mampu
mengembangkan
perangkat  norma
standar prosedur
dan mengevaluasi
Teknik pengelolaan
kepemudaan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, penyadaran,
pelaksanaan, dan pengelolaan
kepemudaan daerah serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan dan
pengelolaan kepemudaan;
Mampu menyusun metode/
teknik  pelaksanaan  dan
pengelolaan kepemudaan serta
rencana pengembangan
pemuda dan organisasi
kepemudaan; dan

Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait metode/
teknik pefaksanaan dan
pengelolaan kepemudaan serta
rencana pengembangan
pemuda dan organisasi
kepemudaan.

12. Pengelolaan
Keolahragaan

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan  dan
pengelolaan
keolahragaan
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Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan, dan pembinaan
keolahragaan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan dan
pengelotaan keolahragaan;

Mampu menyusun metode/
teknik pengelolaan dan
pembinaan serta serta rencana
pengembangan olahraga dan
organisasi keolahragaan; dan
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakehoider terkait metode/
teknik pengelolaan dan
pembinaan serta  rencana
pengembangan olahraga dan
organisasi keolahragaan.

13. Pembinaan
Kepemudaan

Organisasi

Mampu
mengevaluasi teknis
dan metode analisis
kelayakan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan

4.1

Mampu mengevaluasi teknik
metode Pembinaan Organisasi
Kepemudaan, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan teknik metode
analisis kelayakan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan;




4.2 Mampu mengembangkan
teknik pengumpulan
pengolahan dan penyajian data
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan dan
pemanfaatanya vang lebih
effisien;

4.3 mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap hasi
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan.
14. Pembinaan  Organisasi Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Kepramukaan mengevaluasi  dan Kegiatan Pembinaan

menyusun  norma,
standar, prosedur,
pedoman, dan
petunjuk teknis
Pembinaan
Organisasl
Kepramukaan

Organisasi Kepramukaan yang
ada saat ini, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan Kegiatan
Pembinaan Organisasi
Kepramukaan;

42 Mampu menyusun norma,
standar, prosedur, pedoman,
dan petunjuk teknis serta
mengembangkan Pembinaan
Organisasi Kepramukaan; dan

4.3 Mampu meyakinkan dan
mempercleh  dukungan dari
stakeholder terkait Pembinaan
Organisasi Kepramukaan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi fain
atau stakeholder  terkait
Pembinaan Organisasi
Kepramukaan.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisl.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan ctoncmi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk




mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

limu Keolahragaan / Manajemen/ limu Pariwisata

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

v

2. Teknis

1;

Pelatihan
pengembangan
dan
pemberdayaan
pemuda

Pelatihan
manajemen
olahraga
Pelatihan
pengembangan
pariwisata daerah
Pelatihan
manajemen
pariwisata daerah
Diklat pengadaan
barang/ jasa
pemerintah

V

3._Fungsional

C. Pengalaman Kerja

Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang
Kepemudaan dan
Olahraga secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

Sedang atau

dalam

pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling

singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tk. I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pengembangan

pemuda.

Peningkata kualitas pemberdayaan dan pengembangan

olahraga.

Peningkatan prestasi olahraga
Peningkatan kualitas pengembangan infrastruktur Olah

Raga




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Kelompok Jabatan H JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah - PERHUBUNGAN
Kode Jabatan :

Memimpin dan Menetapkan rumusan kebijakan serta Mengkoordinasikan pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi

Dinas serta aturan yang berlaku agar kegiatan yang telah dirumuskan tidak bertentangan dengan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapalan
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluryhan

4.2
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kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kineja secara
keseturuhan;
Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku

kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan  sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dan isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional
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4.2

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengarchi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
permangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4,1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
avaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi  risikko  yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

Perhubungan

membuat tindakan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

preferensi politik.
10. Advokasi Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode

mengembangkan
strategi advokasi
Kebijakan
Perhubungan

4.2 Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

4.1 Menginisiasi
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi:

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

dan

strategi advokasi yang ada saat
ini  menganalisis kelemahan
dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi
advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder.

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta




4.3 Memampukan

monitoring evaluasi advokasi
Kebijakan Perhubungan.
stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
fingkungan mereka sendir
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya vang dibutuhkan untuk
menerapkan Kebijakan
Perhubungan.

11. Manajemen lalu lintas Mampu 4,1 Mampu melakukan evaluasi
mengevaluasi  dan manajemen ialu lintas yang
menyusun ada, menemu kenali kelebihan
perangkat norma dan kekurangan melakukan
standar prosedur pengembangan atau perbaikan
Manajemen lalu manjemen kerja menjadi tebih
lintas effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standar dan
prosedur, untuk rencana induk
jaringan LLAJ, perlengkapan
jalan,manajemen dan rekayasa
lz2lu lintas, analisa dampak lalu
lintas serta audit dan inspeksi
keselamatan LLA)

4.3 Mampu meyakinkan  dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
perubahan manajemen lalu
lintas dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait dalam menerapkan
perubahan dimaksud.

12. Pengelolaan Angkutan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi

Jalan mengevaluasi  dan terhadap pengelotaan
menyusun angkutan jalan yang ada,
perangkat norma, menemu kenali kelebihan dan
standar  prosedur, kekurangan melakukan
instrumen upaya pengembangan atau perbaikan
pengelolaan manajemen kerja  menjadi
angkutan jalan lebit effektif/effisien

42 Mampu menyusun pedoman

petunjuk teknis, standar dan
prosedur, untuk pengelolzan




4.3

terminal, jaringan trayek,
pengelolaan angkutan umum
Mampu  meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
perubahan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait dalam menerapkan
perubahan dimaksud.

13. Pengelolaan Pelabuhan
dan Dermaga

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat
standar
instrumen
pengelolaan
pelabuhan dan
dermaga

norma,
prosedur,
upaya

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap pengelolaan
pelabuhan dan dermaga yang
ada, menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
manajemen kerja menjadi
lebih effektif/effisien

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standar dan
prosedur, untuk infrastruktur
dan operasi pelabuhan dan
dermaga

meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
perubahan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atsu stakeholder

terkait dalam menerapkan

perubahan dimaksud.
14. Analisis Kelayakan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Perizinan terminal mengevaluasi  dan teknis metode analisa

menyusun

perangkat norma
standar prosedur
instrumen  analisa

kelayakan perizinan
terminal pelabuhan

4.2 Mampu
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kelayakan perizinan terminal,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknis metode analisa
kelayakan perizinan terminal;
mengembangkan
teknik pengumpulan
pengolahan penyajian data
perizinan  terminal dan
pemanfaatannya yang lebih
efisien;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap hasil
analisa kelayakan perizinan
terminal serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada




instansi lain atau stakeholder
terkait perizinan terminal.

Otonomi Daerah

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah,

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Ilmu Transportasi / Ilmu Sosial / Ilmu Manajemen / Iimu
Perencanaan Wilayah / Ilmu Teknik atau Rekayasa / Ilmu

Hukum

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

1. Diklat Manajemen
Angkutan Umum

2. Diklat Penyusunan
Analisis Dampak
Lalu Lintas

3. Diklat Manajemen
Transportasi
Perkotaan

4. Diklat Pengelola
Perlengkapan
Jalan

5. Diklat Rencana
Induk Lalu Lintas
dan Angkutan
Jalan

6. Diklat Transport
Oriented
Development

7. Diklat Sistem
Manajemen
Keselamatan
Angkutan Umum




8. Manajemen v
Transportasi
Sungal, Danau
dan
Penyeberangan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
perhubungan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau \s
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jeniang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun;

D. Pangkat Pembina Tk. I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas manajemen perhubungan laut dan angkutan
sungai, danau dan penyebrangan

2. Kualitas manajemen perhubungan darat

3. Kualitas pengelolaan sarana prasarana transportasi




Nama Jabatan KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah LINGKUNGAN HIDUP
Kode Jabatan

Memimpin merumuskan, mengatur, membina, mengandalkan, mengkoordinasikan  dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas kedinasan untuk membantu kepala daerah

dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja sacara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifis dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
daiam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

memberi
perhatian kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kehutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebljakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan
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program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan Kkarir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastiken perubahan sudah
diterapkan secara akif di
tingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan rmemastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah vyang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

Hidup

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

mengembangkan
strategi  advokasi
kebijakan bidang
pelestarian

lingkungan hidup

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi

Pelestarian Lingkungan

terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Advokasi Kebijakan
Pelestarian Lingkungan Hidup
yang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Advokasi




Kebijakan
Lingkungan Hidup

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Advokasi Kebijakan Pelestarian
Lingkungan Hidup dan
memberikan bimbingan dan
fasititasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
Advokasi Kebijakan Pelestarian
Lingkungan Hidup

Pelestarian

11. Pengelolaan
Persampahan

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat
standar
instrumen
Pengelolaan
Persampahan

norma,
prosadur,

4,1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Pengelolaan Persampahan
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
Pengelolaan Persampahan;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dan
stakeholder Penempatan
Tenaga Kerja dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Pengelolaan
Persampahan.

12. Analisis
Lingkungan

Dampak

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat, norma,
standar  prosedur
dan pedoman
mekanisme
pelaksanaan Analisis
Dampak Lingkungan
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terdadap teknis/metode/sistern
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan Pemenuhan
Analisis Dampak Lingkungan
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Analisis Dampak
Lingkungan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakehoider Analisis Dampak
Lingkungan dan memberikan




bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder

terkait Analisis Dampak
Lingkungan,
13. Analis Kelayakan Izin Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Lingkungan dan PPLH mengevaluasi  dan terhadap
menyusun teknis/metode/sistem cara
perangkat, norma, kerja menemu kenali kelebihan
standar  prosedur dan kekurangan melakukan
dan pedoman pengembangan atau perbaikan
mekanisme Analis Kefayakan 1zin
pelaksanaan Analis Lingkungan dan PPLH yang
Kelayakan Izin lebih efektif/efisien;
Lingkungan dan | 4.2 Mampu menyusun pedoman,
PPLH petunjuk teknis, cara Kkerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, Instrumen
pelaksanaan Analis Kelayakan
Izin Lingkungan dan PPLH n;
4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder peiaksanaan Analis
Kelayakan Izin Lingkungan dan
PPLH serta  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Analis Kelayakan Izin
Lingkungan dan PPLH.

i4. Manajemen
Pengelolaan Daya
Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrumen
Manajemen
Pengelolaan Daya
Dukung dan Daya
Tampung
Lingkungan

notma,
prosadur,

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekursngan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Manajemen
Pengelolaan Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kera
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengendalian
Manajemen Pengelolaan Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan;

meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Manajemen Pengelolaan Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan dar memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada




instansi lain atau stakeholder
terkait Manajemen
Pengelolaan Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan.

15. Advokasi kebijakan 4
Otonomi Daerah

A. Pendidikan

1. Jenjang

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Sarjana / Diploma IV

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

2. Bidang Ilmu

Perkebunan/

Kehutanan/

Kesehatan  Masyarakat,/

Pendidikan Lingkungan Hidup/

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

v

2. Teknis

1. Diklat Kebijakan
Perencanaan
Lingkungan Hidup

v

2. Diklat Kebijakan
Pembinaan dan
Pengawasan
terhadap izin
lingkungan dan
dan pengelolaan
lingkungan hidup
(PPLH)

3. Diklat Kebijakan
Persampahan

4. Diklat AMDAL

5. Diklat Pengelolaan
Penghargaan
Lingkungan Hidup

<<

6. Diklat Manajemen
Pengelolaan daya
Dukung dan Daya




Tampung
Lingkungan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki v

2. Sedang atau v

pengalaman
jabatan dalam
bidang
ketenagakerjaan
secara kumulatif
paling kurang 5
{lima) tahun

pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tk. I (IV/b)

E,

Indikator Kinerja Jabatan

1. Penghargaan Lingkungan Hidup (ADIPURA)
2. Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah
3. Kualitas Pengelolaan Taman dan Kepuasan Masyarakat




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

JABATAN PIMPINAN TINGGI
PARIWISATA

Merumuskan dan mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan dibidang pariwisata sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi  nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2
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Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebiti hasit kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit keda di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantauv dan mengevaluasi
hasil kerja unithya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

4,3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pernangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4,1 Memahami dan

memberi
perhatian kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  temengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4,1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetens! dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
iebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkaia;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
ketja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

danfatau
memutuskan konsap
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi kebijakan

bidang Pariwisata dan

ekonomi kreatif

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
kebijakan bidang
Pariwisata dan
ekonomi kreatif
yang tepat sesuai
kondisi.

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4,1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi strategi bidang
pendidikan yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi bidang
Pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk




mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri  dalam  menerapkan
kebijakan  Pariwisata  dan
ekonomi kreatif

11. Pengelolaan Destinasi
Wisata

Mampu
mengevaluasi
Pengelolaan
Destinasi Wisata

4.1 Mengevaluasi sarana dan
prasarana yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, Kkriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis Pengeiclaan Destinasi
Wisata,

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendii  dalam Pengelolaan
Destinasi Wisata,

12. Pemasaran Pariwisata

Mampu
mengevaluasi
Permasaran
Pariwisata

4,1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap Pemasaran
Pariwisata, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan Pemasaran
Pariwisata yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pelaksanaan Pemasaran
Pariwisata;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dan
stakeholder Pemasaran
Pariwisata.

13. Perencanaan sarana
dan prasarana kota
kreatif

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar prosedur
Perencanaan sarana
dan prasarana kota
kreatif

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/system, cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
Perencanaan sarana dan
prasarana kota kreatif;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,




prosedur, instrumen
pelaksanaan Perencanaan
Sarana dan prasarana kota
kreatif:

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Perencanaan
sarana dan prasarana kota
kreatif.

14. Pembinaan Kesenian
dan Pengelolaan
Cagar Budaya

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat noma
standar  prosedur
instrurnen
pembinaan kesenian
dan pengelolaan
cagar budaya

4.1 Mampu melakikan evaluasi
terhadap pembinaan kesenian
dan pengelolaan cagar budaya,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
pembinaan  kesenian  dan
pengelolaan cagar budaya
yang lebih efektif/efisian;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja

pelaksanaan pembinaan
kesenian dan  pengelolaan
cagar budaya;

4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pembinaan  kesenian  dan
pengelolaan cagar budaya dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
pembinaan  kesenian  dan
pengelolaan cagar budaya

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sasuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategl advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan noma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendii dalam
menerapkan kebijakan otonomi




daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma 1V
2. Bidang Ilmu IImu Kesenian/ Iimu Kebudayaan/ Manajemen Pariwisata
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan Vv
Pratama
2. Teknis Diklat Kebudayaan .
Diklat Pariwisata
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang

tahun
2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli

kebudayaan dan
Pariwisata secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)

madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tk. I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas hasil penyusunan kebijakan Pariwisata dan
ekonomi kreatif

2. Pengelolaan Pariwisata dan Pembinaan Kesenian Dan
Ekonomi kreatif

3. Meningkatnya pariwisata lokal




Nama Jabatan KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kode Jabatan

Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan Kebudayaan,
serta melakukan pengawasan, pengendalian dan koordinasi dibidang pendidikan dan Kebudayaan
sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati Bone Bolango berdasarkan ketentuan dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkendali.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nildi, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pernikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. QOrientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantay dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

Memzhami  dan mermberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras

dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4,2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembeiajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudsh
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kenja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




membuat tindakan | 4.2 Menghasilkan solusi dari
pengamanan; berbagai masalah yang
mitigasi risiko kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
4.3 Membuat keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan
perbedaan  secara merepresentasikan
konstruktif dan pemerintahan di lingkungan
kreatif untuk kerja dan masyarakat untuk
meningkatkan senantiasa menjaga persatuan
efektifitas Organisasi dan kesatuan dalam

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4,2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.
10. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi bidang

bidang Pendidikan mengembangkan pendidikan yang ada saat ini,
strategi penyusunan menganalisis kekuatan dan
kebijakan bidang kekurangan berbagai metode
pendidikan yang yang dijalankan dengan
tepat sesuai kondisi. kelompok sasaran yang
berbeda.
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi bidang
pendidikan.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk




mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendii  dalam menerapkan
kebijakan pendidikan.

11. Perencanaan
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan

Mampu
mengevaluasi
perencanaan
penyediaaan sarana
pendidikan

4.1

4.2 Mengembangkan

4.3 Meningkatkan

Mengevaluasi sarana dan
prasarana yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan  dengan
kelompok  sasaran yang
berbeda.

norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan.
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendii  dalam  penyediaan
sarana dan prasarana
pendidikan.

12. Perencanaan SDM

Mampu

4.1 Mampu

mengevaluasi

Pendidik dan mengevaluasi Perencanaan SDM  Pendidik
Kependidikan dan perencanaan  SDM gg:u;eir;dgig:@r;u r;?:'g ggz
Pemenuhannya E:;g:\cg:;ikan g:: separan serta proyeksi anak
usia sekolah
pemenuhannya 4,2 Mampu menyusun pedoman
dan petunjuk teknis
Perencanaan SDM Pendidik
dan Kependidikan
4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan darn
pemangku kepentingan
terhadap Perencanaan SDM
Pendidik dan Kependidikan dan
pemenuhannya
13. Pembinaan Bahasa dan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Sastra mengevaluasi  dan terdadap
menyusun teknis/metode/sistem cara
perangkat norma kerja menemu kenali kelebihan
standar prosedur dan kekurangan melakukan
Pembinaan Bahasa pengembangan atau perbaikan
dan Sastra cara kerja Pembinaan Bahasa
dan Sastra
4.2 Mampu menyusun pedoman,

petunjuk teknis, care kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen




4.3 Mampu

pelaksanaan Pembinaan
Bahasa dan Sastra

meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder
pelaksanaan

Bahasa dan Sastra.

Pembinaan

Pemberian Izin
Pendidikan Menengah
dan Khusus

14, Analis Kelayakan 4

Mampu
mengevaluasi
menyusun
perangkat
standar
instrumen
Kelayakan
Pemberian
Pendidikan
Menengah
Khusus

dan
norma
prosedur
Analis

1zin

dan

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
Analis Kelayakan Pemberian
Izin Pendidikan Menengah dan
Khusus yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pelaksanaan Analis Kelayakan
Pemberian Izin Pendidikan
Menengah dan Khusus;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan Analis
Kelayakan  Pemberian  Izin
Pendidikan Menengah dan
Khusus.

15. Advokasi kebijakan 4
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2 Mengembangkan

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu

Iimu Pendidikan/ Ilmu Kesenian/ llmu Kebudayaan/
Manajemen Pendidikan




B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis Diklat Pendidikan y
dan Kebudayaan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
hidang pendidikan
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) thun

2, Sedang atau
pernah
menduduki v
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk. I (Iv/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan kualitas Pendidik, Sarana dan Prasarana
untuk Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pengembangan dan Pelestarian adat dan Kebudayaan




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
melaksanakan  urusan

kelautan

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

dan perikanan,

pemerintahan  daerah
pemerintahan  daerah dalam

dibidang

menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh kepala

sesuai  dengan

bidang tugasnya yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

multidimensi secara
lisan dan tertulis

untuk  mendorong

Membangun 4.1
komitmen tim,
sinergi
4.2
4.3
Mampu 4.1
mengemukakan
pemikiran

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi

dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinera secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
muitidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
Kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
vang objektf, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

42

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4,1 Menyusun

danfatau
memutuskan konsap
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi kebijakan
Bidang Kelautan dan
Perikanan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan

kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  bidang
kelautan dan
perikanan

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara kerja,
mengetahui  kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang kelautan dan perikanan
yang lebih efektif dan efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan




4.3

penyusunan kebijakan bidang
kelautan dan perikanan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dan
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang kelautan dan
perikanan, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan kebijakan
bidang kelautan dan
perikanan,

11. Pembinaan

Nelayan

Kecil dan Pengelolaan
tempat pelayanan ikan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
kriteria dalam
rmelakukan
pembinaan nelayan
kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan
ikan

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pembinaan nelayan kedl dan
pengelolaan tempat pelayanan
ikan yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pembinaan
nelayan kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan ikan;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pembinaan nelayan kedl dan
pengelolaan tempat pelayanan
ikan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pembinaan nelayan
kecil dan pengelolaan tempat
pelayanan ikan.

12. Pemetaan
kelautan
perikanan

potensi
dan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat norma
standar  prosedur,
kriteria Pemetaan

potensi kelautan dan
perikanan

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terdadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemukenali kelebihan
dan kekurangan melfakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja terkait Pemetaan
potensi kelautan dan perikanan
yang lebih efektif dan efisien;




4.2 Mampu menyusun pedoman,

4.3 Mampu

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pemetaan potensi
kelautan dan perikanan;
meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan
Pemetaan potensi usaha
kelautan dan perikanan dan
memberikan bimbingan dan
fasiltasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
Pemetaan potensi kelautan
dan perkanan serta mampu
mengambil keputusan dalam
pemecahan masalah teknis
operasional yang timbu} dalam
Pemetaan potensi kelautan
dan perikanan.

13. Pemberdayaan Nelayan
Kecil dan Usaha Kecil
Perikanan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar  prosedur,
kriteria program
pemberdayaan
nelayan kecll dan
usaha kecil
perikanan

horma

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistemn cara
kerja, menemukan kelebihan
dan kekurangan, serta mampu
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pemberdaysan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan yang
lebih efektif dan efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan
pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan;
meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan
pemetaan peluang investasi
usaha kelautan dan perikanan
dan memberikan bimbingan
serta fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan,
serta mampu  mengambil
keputusan dalam pemecahan
masalah teknis operasional
yang timbut dalam
pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan.

14. Pengawasan
Pengelolaan
Daya Perikanan

Sumber

Mampu  menyusun
konsep kebijakan dan
rekomendasi  terkait

pengawasan

4.1 Mampu

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja vyang dijadikan
intrumen pelaksanaan




Penangkapan  ikan,
pengawasan
Pembudidaya ikan
dan pengawasan
pengolahan hasil
perikanan

pengawasan Penangkapan
ikan, pengawasan
Pembudidaya ikan dan
pengawasan pengolahan
hasil perikanan mencakup
pengawasan asal bahan
baku yang masuk ke unit
pengolahan ikan (UPI);

4.2 Pengawasan penggunaan

bahan tambahan pangan
berbahaya pada produk
perikanan di UPI, sentra
perikanan, pasar tradisional,
pasar modern, dan
pemeriksaan dokumen
perijinan dan non perijinan
sektor perikanan;

4.3 Mampu mengevaluasi

penerapan standar
kompetensi dan kualifikasi
di bidang pengawasan
Penangkapan ikan,
pengawasan Pembudidaya
ikan dan pengawasan
pengolahan hasil
perikanann, serta mampu
menjadi mentor dan rujukan
penyelesaian masalah
perihal pengawasan
pengeloan hasil perikanan,
Mampu merekomendasikan
kebijakan hasil pengawasan
asal bahan baku,
pengawasan  penggunaan
bahan tambahan pangan
berbahaya, dan
pemeriksaan dokumen
perijinan non perijinan pada
UPIL,

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu melakukan
harmmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi  kebijakan
penyusunan
Advokasi  kebijakan
Otonomi Daerah

4.1 Mampu melakukan

penyelarasan (hamnonisasi)
dengan peraturan perundang-
undangan yang ilain; mampu
merumuskan intisari dari suatu
kebijakan yang akan
memberikan dampak positif
dari maksud dan tujuan
kebijakan bagi instansi dan
masyarakat serta mampu
menetapkan untuk menjadi
draft/naskah final kebijakan
penyusunan Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

4.2 Menguasai kunci-kunci sukses




4.3 Mampu

dalam implementasi suatu
kebijakan, dan menerapkan
praktek terbaik pendekatan
implementasi kebijakan,
mampu merumuskan solusi
terhadap hambatan dalam
implementasi suatu kebijakan
dan mengembangkan
pendekatan baru dalam
implementasi, dan mampu
memberikan dorongan dan
mengambil keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu kebijakan
penyusunan Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah.

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder dalam penetapan

kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan penyusunan
perencanaan pembangunan
daerah dan memberikan

bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait kebijakan penyusunan
Advokasi
Daerah.

kebijakan Otonomi

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Ilmu Perikanan dan Kelautan
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Diklat Budidaya v
Perikanan
2. Diklat v
Pemberdayaan
Nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan
3. Fungsional =
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam

bidang perikanan/
kelautan secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun




2. Sedang atau v

pemah

menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli

madya paling
singkat 2 (dua)

tahun:
D. Pangkat Pembina Tk.1 (1v/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

2. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani Budidaya
Ikan




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS SOSIAL
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : BIDANG SOSIAL

Kode Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyusun serta
melaksanakan kebijakan daerah dibidang sosial berdasarakan SOP Dinas dan peraturan-peraturan

atau Undang-undang dibidang Sosial dalam rangka tercapai pemerintahan yang baik.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku

kesepakatan dengan kepentingan untuk tujuan




tujuan

meningkatkan kinera secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
iangkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Qrientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapat kinerja yang
ditetapkan atau meiebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politkk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras

dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;




4.3 Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijalkan dengan
mengikuti standar objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun program
pengembangan jangka
panjang hersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah  yang




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
Sosial

kebijakan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
Sosial yang tepat
sesuai kondisi

4.2 Mampu

kompleks, terkait
bidang kerjanya

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan

keberagaman dan menerima
perbedaan
dalam kehidupan

segala bentuk
bermasyarakat;

perbedaan latar
agama/kepercayaan,
jender, sosial,

preferensi politik
mencapai

perbedaan latar
agama/kepercayaan,
jender, sosial
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini  menganailisis kelemahan

dan kekurangan
mengembangkan
teknik, metode

advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi

stakeholder.

4.2 Mengembangkan
standar, kriteria, pedoman,

petunjuk  teknis

komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta

monitoring evaluasi
kebijakan sosial.

mendayagunakan
belakang,

kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat
yang mengakomodasi

dengan
yang

dalam

suku,
ekonomi,
untuk

program
belakang

suku,
ekonomi,

serta
berbagai
strategi

norma

strategi

advokasi




4.3 Memampukan

stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk dii mereka sendir;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka  sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan sosial.

11. Pemetaan Potensi Menyusun perangkat | 4.1 Mampu mengidentifikasi
Sumber Kesejahteraan norma standar kelemahan dan kekurangan
Sosial prosedur  instrumen pedoman, petunjuk teknis

penerapan pelaksanaan Pemetaan Potensi

Pemetaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

Sumber 4.2 Mampu menyusun pedoman

Kesejahteraan Sosial petunjuk teknis dalam
penerapan Pemetaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial;

4.3 Memberikan bimbingan dan
fasilitasi dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
Pemetaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial.

12, Penanganan Bencana Menyusun perangkat | 4.1 Mampu mengidentifikasi
norma standar kelemahan dan kekurangan
prosedur instrumen pedoman, petunjuk teknis
penerapan pelaksanaan Penanganan
Penanganan Bencana;

Bencana 4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam
penerapan Penanganan
Bencana;

4.3 Memberikan bimbingan dan
fasilitasi dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
Penanganan Bencana.

13. Perindungan dan Menyusun perangkat | 4.1 Mampu mengidentifikasi
Jaminan Sosial norma standar kelemahan dan kekurangan

prosedur instrumen pedoman, petunjuk teknis

penerapan pelaksanaan Perlindungan dan

Pefindungan  dan Jaminan Sosial;

Jaminan Sosial 4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam
penerapan Perlindungan dan
Jaminan Sosial;

4.3 Memberikan bimbingan

dan fasilitasi dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis




Perlindungan dan Jaminan

Rehabilitasi sosial

Sosial.
14. Manajemen Menyusun perangkat | 4.1 Mampu mengidentifikasi
Rehabilitasi Sosial norma standar kelemahan dan kekurangan
prosedur instrumen pedoman, petunjuk teknis
penerapan pelaksanaan manajemen
: rehabilitasi sosial yang ada
manajemen 4.2 Mampu

menyusun
pedoman petunjuk teknis
dalam penerapan manajemen
Rehabilitasi Sosial
(pelaksanaan koordinasi,
pengawasan, pengendalian)
kegiatan pelayanan rehabilitasi
sosial

Memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada pengelola
rehabilitasi sosial dalam
penerapan pedoman dan
petunjuk teknis pelayanan
rehabilitasi sosial

4.3

Otonomi Daerah

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Iimu Pemerintahan/ Ekonomi,/ Sosial/ Manajemen /Hukum /

Administrasi Negara

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

1. Diklat
Sosial
2. Diklat manajemen
rehabilitasi sosial

Pekerja




[ 3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang sosial
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernzh v
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk.I {IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Kualitas pelayanan rehabiitasi sosial




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Memimpin,

merumuskan,

KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan  dan

mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan prosedur yang ada

agar terlaksana dengan baik

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen
sinergi

tim,

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara

lisan dan tertulis

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan

meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;
Menyampaikan informasi

secara persuasif urtuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkati@n
kinerja secara keseluruhan.

4. Qrientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atay
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3 Mendorong

Mendorong unit kerga di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisienst pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan vyang
transparan, ohjektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memzhami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh




4.3

kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi  jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4,1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman Rinnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatthan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

4.1 Menyusun

danfatau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah vyang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi datam organisasi;




10. Advokasi
Perumahan,
Permukiman
Pertanahan

9. Perekat Bangsa

Kebijakan

dan

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
Perumahan,
Permukiman dan
Pertanahan yang
tepat sesuai kondisi

4.2 Menghasilkan  solusi  dan
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan

4.2

4.3

4.2,

4.3

. Mengevaluasi strategi advokasi

penanganannya
risiko).

(mitigasi

Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk




mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri  dalam
menerapkan kebijakan
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan

11. Perencanaan Mampu 4.1 Mengevaluasi efektifitas
Pembangunan mengevaluasi penerapan prosedur di bidang
Kawasan Permukiman konsep dan prosedur Perumahan, Permukiman dan

di bidang Pertanahan

Perencanaan 4.2 Menguiji substansi  dasar

Pembangunan perumahan dalam pelaksanaan

Kawasan kegiatan di unit kerjanya;

Permukiman 4.3 Menjaga pelaksanaan prosedur
dan kebijakan di bidang
Perencanaan  Pembangunan
Kawasan Permukiman dapat
terselenggara sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan

12. Pengawasan Mampu 4,1 Mampu melakukan evaluasi
pembangunan, mengevaluasi konsep dan prosedur di bidang
kawasan permukiman, konsep dan prosedur pengawasan pembangunan,
dan perumahan di bidang kawasan permukiman, dan

pengawasan perumahan serta menemu
pembangunan, kenali kelebihan dan
kawasan kekurangan pengawasan
permukiman, dan pembangunan, kawasan
perumahan Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan
4.2 Mampu menyusun konsep
dan prosedur dl bidang
pengawasan pembangunan,
kawasan Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
4.3 Mampu  meyakinkan  dan
mempercleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
konsep dan prosedur di bidang
pengawasan  pembangunan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan

13, Analis Kelayakan Mengembangkan 4.1 Mengidentifikasi,
Pembangunan Kawasan konsep, teort, menganalisis, teori, konsep,
dan Pendirian Bangunan kebijakan, dan kebijakan pembangunan

menjadi sumber sarana dan prasarana serta
rujukan untuk pelaksanaannya
implementasi serta menemukenali kelebihan dan
pemecahan masalah kekurangan dan rekomendasi
pembangunan perbaikanya

4.2 Mengembangkan teori,

konsep dan kebijakan




sarana dan
prasarana

4.3

pembangunan sarana dan
prasarana, meyakinkan
stakeholder dan shareholder
terkait untuk  menerima
konsep, teori dan kebijakan
yang dikembangkan

Menjadi sumber rujukan
utama (nasional}  dalam
implementasi kebijakan dan
pemecahan masalah dalam
pembangunan sarana dan
prasarana

14. Penataan Perumahan
dan Kawasan
Permukiman Kumuh

Mampu
mengevaluasi
penataan
perumahan dan
kawasan
permukiman kumuh

4.1 Mampu

4.2

4.3

mengevaluasi
penataan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh
serta menemu kenali
kelebihan dan kelemahan
evaluasi penataan perumahan
dan kawasan permukiman
kumuh;

Mampu menyusun teknik,
metode dalam mengevaluasi
penataan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik, metode
mengevaluasi penatzan
perumahan dan kawasan
permukiman kumuh.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strateqi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3 Meningkatkan

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, danfatau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendin dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.




A. Pendidikan 1, Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu

Teknik Sipil / Planologi / Agraria / Arsitektur / Geodesi

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis

Diklat Manajemen
Konstruksi dan v
Penataan Ruang

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
perumahan rakyat
dan kawasan
permukiman
secara kumulatif
paling kurang 5 Vv

(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli

madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tk. I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas Penataan Kawasan Perumahan
2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni
3. Kualitas Penyelesaian Sengketa Tanah




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah :  PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN
TENAGA KERJA

Kode Jabatan

Merencanakan ,Membagi Tugas Memberi Petunjuk, Mengatur Bawahan dalam Mendukung Tugas da
i Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Menyediaka
Mengkoordinasikan dan Kerjasama dengan Instansi terkait Berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan yang beraku Agar tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pi
terselenggara dengan baik sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi

secars persuasif untuk

mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Qrientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihl hasll kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerda di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dar isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian Kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  tempengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tdak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengatokasikan wakty  untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4,3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktf di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan kansep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

9. Perekat Bangsa Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

10. Advokasi Kebijakan 4 Mampu

Penanaman Modal, mengembangkan

Pelayanan terpadu satu strategi  Kebijakan

pintu dan tenaga kerja Penanaman Modal,
Pelayanan terpadu
satu pintu dan
tenaga kerja yang
tepat sesuai
kondisi

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

4.1 Menginisiasi
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

43 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

dan

4.1 Mampu mengevaluasi teknik,
metode strategi advokasi yang
ada saat ini menganalisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai  teknik, metode
strategi advokasi Kebijakan
Penanaman Modal, Pelayanan
terpadu satu pintu dan tenaga
kerja yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

4.2 Mampu mengembangkan
norma, standar, kriteria,




43

pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring dan
evaluasi advokasi Kebijakan
Penanaman Modal, Pelayanan
terpadu satu pintu dan tenaga

kerja;

Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi Kebijakan

Penanaman Modal yang tepat
untuk dii  mereka sendir,
mengidentifikasi hambatan
dilingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk

11. Pemetaan Potensi Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Investasi fHéngainbangkan prosas petijinan koperdsl yanig
perangkat  norma ada saat ini pada tingkat
standar  prosedur instansi, menemu  kenali
dan  mengevaluasi kelebihan dan kekurangan,
Pemetaan  Potensi melakukan pengembangan
Investasi atau perbaikan Pemetaan
Potensi Investasi menjadi lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis Pemetaan
Potensi Investasi;

4.3 Mampu ineyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
Pemetaan Potensi Investasi.

12. Promosi  Penanaman Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
Modal, Pelayanan terpadu mengevaluasi, teknis/metode/sistem  Promosi
satu pintu dan tenaga menyusun Penanaman Modal, Pelayanan
kerja perangkat norma terpadu satu pintu dan tenaga

standar  prosedur, kerja menemu kenali kelebihan
system/proses dan kekurangan melakukan
Penanaman Modal, pengembangan atau perbaikan
Pelayanan terpadu Promosi  Penanaman Modal
satu pintu dan yang lebih efektif/efisien

tenaga kerja 4.2 Mampu menyusun pedoman,

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Promosi
Penanaman Modal, Pelayanan
terpadu satu pintu dan tenaga
kerja;




serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada Instansi
lain atau stakeholder terkait
Promosi Penanaman Modal.

13. Analisis

nonperizinan

penanaman modal dan
Tenaga Kerja

kelayakan
perizinan dan

Mampu
mengevaluasi teknis
dan metode analisis
kelayakan perijinan
nonperizinan
penanaman modal
dan Tenaga Kerja

41

4.2 Mampu

4.3 Mampu

Mampu mengevaluasi teknik
metode analisis  kelayakan
pefiinan dan nonperizinan,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik metode analisis
kelayakan;

mengembangkan
teknik pengumpulan
pengolahan dan penyajian data
periznan dan nonperizinan di
bidang penanaman modal dan
Tenaga Kerja untuk
pemanfaatanya yang lebih
effisien;

meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terhadap hasil
analisis kelayakan perizinan
dan non perizinan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
pefidnan dan nod  penZinan

14. Pengendalian

pelaksanaan
Penanaman Modal

Mampu
mengevaluast  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
pengendalian
nelaksanaan
penanaman modal.

norma
prosedur

41
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Mampu mengevaluasi
teknis/metode/sistem
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja  pengendalian
pelaksanaan penanaman
modal yang lebih efektif/efisien
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengendatian pelaksanaan
penanaman modal

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap sistem
pengendalian penanaman




modal serta  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan
penanaman modal

Otonomi Daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi,

Sarjana / Diploma IV

4.1

4.2

4.3 Meningkatkan

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

2. Bidang Ilmu

Ekonomi Pembangunan/ Manajemen/ limu Pemerintahan/
limu Administrasi/ Hukum

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

1. Diklat Manajemen
Penanaman
Modal

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

2. Sedang

1. Memiliki

pengalaman
jabatan dalam
bidang
Penanaman Modal
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:




D. Pangkat Pembina Tk. I (Iv/h)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Prosentase peningkatan nilai penanaman modal dan
Investasi Daersh;

2. Kualitas atau tingkat kepuasan stakeholder terhadap
Layanan perijinan dan non perizinan terpadu.

3. Presentase peningkatan kualitas layanan antar kerja dan
Presentase ketaatan perusahaan dalam menerapkan
norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja




Nama Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada

Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati serta berdasarkan peraturan yang berlaku
untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara | 4.2 Menuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang

multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerfa yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bérsama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
fierigevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami den  memberi
perhatian  Kepadd  IsU-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisasi,

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadif
ketompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribadi/Kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka




jangka
dalam
mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang
rangka

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

4

Menyelesaikan
masalah
mengandung
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

yang
risiko

risiko).

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan Mampu Mengevaluasi teknik, metode
Bidang Pemberdayaan mengembangkan strategi advokasi yang ada saat
Masyarakat dan Tiyuh / strategi  advokasi ini menganailisis kelemahan
Desa pemberdayaan dan kekurangan serta

masyarakat dan mengembangkan berbagai
tiyuh/desa yang teknik, metode strategi
tepat sesuai kondisi advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi

stakeholder.
4.2 Mengembangkan norma

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan pemberdayaan
masyarakat dan desa/tiyuh.

4.3 Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk

menerapkan kebijakan
pemberdayaan masyarakat

dan desa/tiyuh.
11. Pemetaan potensi 4 Menyusun petunjuk | 4.1 Mampu mengevaluasi hasil
Tiyuh / desa teknis dan prosedur pemetaan  potensi  desa
pemetaan  potensi (potensi  alam,  ekonomi,
Tiyuh/desa sosial, budaya), teknik metode

pemetaan dan menemukenali
kelemahan dan kelebihan
proses pemetaan potensi
desa;

4.2 Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemetaan




potensi desa dan menyusun
petunjuk teknis/prosedur
pemetaan potensi desa;

43 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
pemetaan potensi desa dan
program pembangunan desa,
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
terkait dengan pelaksanaan

pembangunan desa.
12, Fasilitasi kerja sama Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
antar Tiyuh / desa mengevaluasi pelaksanaan kerjasama antar
pelaksanaan  dan desa dan menemukenati

menyusun petunjuk
teknis  kerjasama
antar desa

kelemahan dan  kelebihan
efektifitas kerjasama antar
desa;

4.2 Mampu membuat perbaikan
teknik metode kerjasama antar
desa dan menyusun petunjuk
teknis/prosedur kerjasama
antar desa;

4.3 meyakinkan dan memperoieh
dukungan dari stakehoider
terkait dengan program
kerjasama antar desa, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi terkait
dengan kerjasama antar desa.

13. Pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan
tiyuh/desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
administrasi
pemerintahan desa
serta menyusun
petunjuk teknis
administrasi desa

4.1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan administrasi
pemerintahan desa dan
menemukenati efektifitas
penyelenggaraan administrasi
dess;

4.2 Mampu membuat perbaikan
penyelenggaraan administrasi
desa dan menyusun petunjuk
teknis/prosedur  administrasi
desa;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
penyelenggaraan  administrasi
desa, serta  memberikan
bimbingan dan fasflitasi kepada
perangkat desa terkait dengan
penyelenggaraan  administrasi

desa,
14. Pemberdayaan lembaga Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
masyarakat desa mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan

pelaksanaan  dan
menyiisun petunjuk
teknis
pemberdayaan

lembaga masyarakat desa dan
menemukenali kelemahan dan
kelebihan efektifitas lembaga
desa;




lembaga
masyarakat desa

4.2 Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemberdayaan

masyarakat desa dan
menyusun petunjuk
teknis/prosedur
pengorganisasian dan
penatalaksanaan lembaga
masyarakat desa;

4.3 meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
terkait dengan program
pemberdayaan lembaga
masyarakat desa, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada perangkat desa
dan pengurus lembaga terkait
dengan pemberdayaan
lembaga masyarakat desa.

Otonomi Daerah

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu

Ilmu Manajemen / Pemerintahan / Administrasi Negara /
Hukum/ Sosiologi/ Sosiatri/ Kesejahteraan Sosial

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

v

2. Teknis

Diklat Masyarakat
Tiyuh / Desa

Diklat Keuangan
Tiyuh / Desa

Diklat teknis terkait
pemberdayaan
masyarakat dan
desa

v
\/
v

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang

dalam




(lima) tahun
2. Sedang atau
pernah v
menduduki
jabatan
adminlistrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli

pemerintahan/kes
ejahteraan

sosial/pemberday
aan masyarakat
secara kumulatif
paling kurang 5

madya paling
singkat 2 (dua)

tahun
D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Tingkat efektifitas pemberdayaan lembaga
masyarakat desa.




Nama Jabatan ¢  KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah 2 PENANGGULANAN BENCANA
Kode Jabatan -

Memimpin, merumuskan program kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam
penanggulangan bencana, dan memberikan dukungan secara teknis administrasi dan operasional

sesuai dengan peraturan perundang - undangan untuk terlaksananya pencegahan dan
penanggulangan bencana.

1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta  sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan

meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

dengan pemangku
kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
muitidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong Lnit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hastt kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasii  kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dart isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia iuar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara oObjektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secana
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam bentuk
tulisan formai;

informasi
secara persuasif untuk

mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerga di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasii kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target,

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaliast,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4,2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh




4.3

kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objakiif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didaiamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, sera
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, rpelakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2
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Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




10. Advokasi
Penanggulangan
Bencana Daerah

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
penanggulangan
bencana daerah

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.
< 4.1 Mampu melakukan evaluasi

Kebijakan

terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
atau perbaikan

teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan

penanggulangan bencana
daerah yang lebih efektif dan
efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan




penyusunan kebijakan
penanggulangan bencana
daerah.

4.3 Mampu meyakinkan  dan

memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan penanggulangan
bencana daerah, serta

memberikarn  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain

atau stakeholder  terkait
penyusunan kebijalan
penanggulangan bencana
daerah.

11. Pencegahan dan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Kesiapsiagaan mengevaluasi dan terhadap teknis/metode/sistem
Bencana menyusun cara kerja menemu kenali

perangkat norma kelebihan dan kekurangan
standar prosedur melakukan pengembangan
serta petunjuk atau perbaikan cara kerja
teknis pencegahan pencegahan dan kesiapsiagaan

dan kesiapsiagaan
bencana.

4.2

bencana yang {ebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prasedur, inslrumen
pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana;

4.3 Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain
dan masyarakat terhadap
pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana.

12. Penanganan Darurat Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi

mengevaluast  dan
menyusun perangkat

noma standar
prosedur serta
petunjuk teknis

penanganan darurat
bencana

4.2

4.3 Mampu

terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  menemukenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
teknis penanganan darurat
bencana yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kena
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan teknis
penanganan darurat bencana;
meyakinkan dan
mampy memperoleh
dukungan dari instansi lain
dan masyargkat terhadap
teknis penanganan darurat
bencana




13. Pengelolaan Distribusi
Logistik

Mampu
mengevaiuasi dan
menpyusun perangkat
noma standar
prosedur serta
petunjuk teknis
pengelolaan
distribusi logistik.

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  menemukenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara  kerja
pengelolaan distribusi logistik
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
distribusi Logistik;

meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain
terhadap pelaksanaan
pengelolaan distribusi logistik.

14. Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Mampu
mengevaiuasi dan
menyusun perangkat
norma

standar prosedur
serta

petunjuk teknis
pengelolaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi.

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  menemukenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengelolaan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
rehabilitasi dan rekonstryksi;

4.3 Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain
terhadap pelaksanaan

pengeloiaan rehabilitasi  dan

rekonstruksi.




A. Pendidikan

15. Advokasi Kebijakan 4
Otonomi Daerah

1. Jenjang

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

Sarjana / Diploma IV

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan

kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat

dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

2. Bidang Ilmu

Pemerintahan/ Planologi/ Ekonomi/ Teknik/ Geodesi dan

Astronomi

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

2. Teknis

1. Diklat

. Diklat

Penanggulangan
Bencana.

Mitigasi
Bencana.

. Diklat

Perencanaan,

. Diklat Pengadaan

Barang/jasa,

._Diklat SAR.

C. Pengalaman Kerja

. Memiliki

pengalaman
jabatan
bidang
penanggulangan
bencana secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

dalam

. Sedang atau

pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional

jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)




tahun: | I |

D. Pangkat Pembina Tingkat I (iv/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana.
2. Kudlitas manajemen pengelolaan rehabilitasi dan
rekonstruksi,

3. Kuaiitas data pemetaan wilayah potensi bencana.




Nama Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

Kelompok Jabatan 3 JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah H PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Jabatan :

Melaksanakan sebagian tugas Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan cara
memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah  sesuai

peraturan perundang-undangan agar tercapai sesuai dengan perencanaan.

1. Integritas < Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
kemitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan  memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan

dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.2

atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam

lingkup organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh




4.3

kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, sera
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelathan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakulan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7.  Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diferapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8, Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung ristko
ﬁmgil
mengantisipasi

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/sefuruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
Bidang
Pembangunan
Pengembangan
Penelitian

Kebijakan
Perencanaan

Daerah,
dan

dampak keputusan,
membuat tindakan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang perencanaan
pembangunan
daerah,
Pengembangan dan
Penelitian

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah,
Pengembangan dan
Penelitian




mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
perencanaan pembangunan
daerah, Pengembangan dan
Penelitian

11. Perencanaan

Pembangunan Daerah
Pengembangan dan
Penelitian

Mampu melakukan
evaluasi dan
mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
pembangunan
daerah,
pengembangan
dan penelitian

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja, perencanaan
pembangunan daerah,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja perencanaan
pembangunan daerah,
pengembangan dan penelitian
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu mengoordinasikan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah,
pengembangan dan
penelitian;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
strakholder pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah, pengembangan dan
penelitian dan memberikan
bimbingan serta fasilitasi
kepada instansi lain atau
terkait perencanaan
pembangunan daerah.

12, Analisis Kelayakan Tjin

Penelitian

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
kelayakan izin
penelitian.

4,1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan  analisis  ijin
penelitian serta menemu kenali
kelebihan dan  kelemahan
analisis kelayakan ifin
penelitian;

4.2 Mampu  menyusun  teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM daiam
menganalisis  kelayakan ijin

penelitian;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dar
stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
analisis kelayakan ifin

penelitian.




fasilitasi dan inovasi daerah;

4.2 Mampu menyusun  teknik,
metode pembinaan dan
pengembangan fasilitasi dan
inovasi daerah, serta
mengembangkan kapasitas
SDM dalam fasilitasi dan
inovasi daerah;

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
untuk permnbinaan dan
pengembangan fasilitasi dan
inovasi daerah.

13. Penyusunan Rencana
Strategis (RPIM dan
RPIP)

Mampu
mengevaluasi,
menyusun
pedoman,
mengkoordinasikan
penyusunan rencana
strategis

4.1 Mampu memverifikasi dan
mengevaluasi program dan
kegiatan yang diusulkan sesuai
dengan strategi umum
organisasi serta menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pehgembangan atau perbaikan
tata kelola program dan
kegiatan yang lebih
effektif/effisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan penyusunan
rencana strategis

4.3 Mampu  mengkoordinasikan,
meyakinkan dan  mampu
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
rencana strategis dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakehoider  terkait
rencana strategis.

14. Pengembangan
Fasilitasi dan Inovasi
Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pembinaan fasiitasi
dan Inovasl daerah.

4.1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pembinaan,
penyelenggaraan, dan

efektifitas fasilitasi dan inovasi
daerah serta menemu kenali
kelebihan dan kelemahan
efektifitas  penyelenggaraan




Otonomi Daerah

A. Pendidikan

1. Jenjang

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi

kebijakan Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

Sarjana / Diploma IV

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis

kekuatan  dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok

sasaran yang berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi
daerah

2. Bidang Ilmu

limu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / limu
Hukum / Sosial Politik / llmu Administrasi / Teknik /

Ekonomi

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

2. Teknis

1

2

3.

Diklat
Perencanaan;
Diklat Pengadaan
Barang/Jasa;
Diklat Manajemen
Risiko

4. Diklat Penelitian \
dan
Pengembangan.

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan  dalam
bidang
perencanaan
pembangunan
daerah secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling




singkat 2 {(dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah,

2. Kualitas penyediaan prasarana wilayah.

3. Kualitas dampak peneliian terhadap pembangunan
daerah,




Nama Jabatan KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah KEUANGAN DAN ASET
Kode Jabatan

Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Keuangan
Pendapatan Dan aset daerah dan melaksanakan pembantuan kebijakan daerah sesuaii rencana di
bidang Keuangan Pendapatan Dan aset daerah sesuai rencana strategis pembangunan dan visi misi

bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku untuk mendukung kinerja
pemerintah daerah.

1. Integritas

Mampu
menciptakan situasi
kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4,2

4.3

Menciptakan situasi  kerja
yang mendorong  seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi  nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kera di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan

dengan pemangku
kepentingan untuk tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara| 4,2 Menuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang
muitidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;
4,3 Menyampaikan informasi
Secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang

melebihi hasil kerja
sebelumnya

4,2

4.3 Mendorong

ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target,

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dar isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

4.2

memberi
perhatian kepada  isu-isu
jangka paniang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektf, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh




4.3

kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainhya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tingai,
mengantisipasi

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
Pengelolaan
dan Aset Daera

Kebijakan

Keuangan

h

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan,;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

- risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4,2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

43 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis

kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok

sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan




oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

11. Penyusunan Rancangan
APBD

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan realisasi
APBD dan menyusun
rancangan APBD

4.1 Mampu melakukan evaluasi
pelaksanaan realisasi APBD
serta menemu kenali kelebihan
dan kelemahan pelaksanaan
dan realisasi APBD;

4.2 Mampu menyusun
rancangan APBD;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait rancangan
APBD,

12. Pengelolaan  Barang
Milik Negara (Aset
Daerah)

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pengelolaan dan
administrasi Barang
Milik Negara

4.1 Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
pernanfaatan, realisasi,
administrasi, dan  distribusi
Barang Milik Negara, serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pengelolaan dan
administrasi BMN;

4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi Barang  Milik
Negara;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dar
stakeholder terkait perbaikan
tata kelola dan administrasi
BMN serta peningkatan
kapasitas SDM pengelola BMN.

13. Pengelolaan
Keuangan Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan daerah

4.1 Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
administrasi, dan realisasi
keuangan daerah, serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pengelolaan dan
administrasi keuangan daerah;

4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata keloia dan
administrasi keuangan daerah

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan
tata kelola dan administrasi
keuangan daerah serta
peningkatan kapasitas SDM
pengelola keuangan daerah

14. Penyusunan Laporan
Keuangan dan Aset
Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
penyusunan laporan

4.1 Mampu melakukan evaluasi
pengumpulan, pengolahan dan
penyajian laporan keuangan
dan aset daerah, serla




keuangan dan aset
daerah

menemu kelebihan dan
kelemahan laporan keuangan
daerah;

4.2 Mampu  menyusun pedoman
petunjuk teknis penyusunan
laporan keuangan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait pedoman
petunjuk teknis penyusunan
laporan keuangan dan
peningkatan kapasitas SDM
penyusun laporan.

15. Advokasi Kebijakan 4
otonomi daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Ekonomi
Industri

/Akuntansi/Keuangan/Manajemen/Teknik

B. Pelatihan 1. Manaijerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat IT

2. Teknis

1. Diklat
Perencanaan;

2. Dikiat Pengadaan
Barang/Jasa;

3. Diklat Manajemen
Perencanaan;

4. Diklat Manajemen |

Strategis;

5. Diklat
Pengelolaan
Keuangan.

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang keuangan
secara  kumulatif




paling kurang 5
(lima} tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan v
administrator
atau jabatan
fungsianal
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kineria Jabatan 1. Kualitas hasil pengelolaan keuangan daerah.
2. Kualitas pengelolaan aset daerah.
3. Kualitas laporan keuangan daerah.




Nama Jabatan ¢ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH
Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KEPEGAWAIAN

Kode Jabatan

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 dan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya

agar tersusunnya dan terselenggaranyan kebijakan pemerintah dibidang pelayanan umum dan
kepegawaian.

1. Integritas Mampu Menciptakan situasi  kerja
menciptakan situasi yang  mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga  terdpta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk

multidimensi secara mendapatkan pemahaman




lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi

secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
tangkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
taiget yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
méncapai kifterja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar

selaras  dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dafam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiens! pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaiuasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

Memahami  dan member
perhatian kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional =~ dalam

lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektf, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,




4.3

serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objekt,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
mandiemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bifnbigah, peiudasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan !
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitaraniya secaia
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktf di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh




9. Perekat Bangsa

Kepegawaian

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang kepegawaian
daerah.

fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4,2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara kerja,
mengetahui  kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau
perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang kepegawaian yang
lebih efektif dan efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
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pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang
kepegawaian.

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang
kepegawaian, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atae  stakeholder terkait
penyusunan kebijakan bidang

kepegawaian.

11. Manajemen SDM Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu mengidentifikasi
perangkat norma kelemahan dan kekurangan
standar prosedur pedoman, petunj_uk teknis
instrumen penerapan 5::]agksaa:‘|;aan manajemen SDM
manajemen SDM 4.2, Mampu menyusun pedoman

4.3.

petunjuk teknis dalam
penerapan manajemen SDM
(perencanaan SDM, analisis
jabatan, analisis beban kerja,
standar kompetensi,
perencanaan  pengembangan
kompetensi, evaiuasi jabatan
mandajermeri
kinerja,administrasi
kepegawaian, sistem informasi
kepegawaian).

Memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada pengelola
kepegawaian dalam
penerapan pedoman dan
petunjuk teknis perencanaan
SDM, analisis jabatan, analisis
beban keria, standar
kompetensi, perencanaan
pengembangan kompetensi,
evaluasi jabatan manajemen
kinerja,administrasi
kepegawaian, sistem informasi
kepegawaian)

12. Pengembangan
Pegawai

Mampu
mengevaluasi
norma, standar,

prosedur, pedoman
dan petunjuk teknis
pengembangan
pegawai

4.1.

4.2,

Mampu menganalisis
perencanaan dan realisasi
pengembangan pegawai,
meliputi  formasi, mutasi,
saleksi, dan kaderisasi
menemukenali kelemahan dan
kelebihan dari realiasi
pengembangan pegawai.

Menyusun nomma  standar,
kriteria, prosedur pedoman,
petunjuk teknis dalam
merencanakan pengembangan
pegawai sesuai analisis _dan




4.3,

penilaian pegawai serta
menyusun perbaikan dalam
perencanaan pengembangan
pegawai.

Memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada pengelola
kepegawaian dalam
penerapan pedoman dan
petunjuk teknis perencanaan
pengembangan pegawai,
meliputi pengembangan
formasi pegawai sesuai
analisis perencanaan, mutasi
pegawai sesuai latar belakang
kompetensi, pelaksanaan
seleksi sesuai penilaian
kompetensi dan pelaksanaan
kaderisasi sesuai  penilaian
kompetensi dan kinerja.

13. Pengelolaan Data dan
Informasi Pegawai

Mampu
mengevaluasi
pengelolaan  data
dan informasi
kepegawaian.

4.1,

4.2,

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap pengolahan,
penyajian dan udpating data
dan informasi serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan dalam penyaiian
data dan informasi ter update;
Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi dalam
peningkatan cara
mengumpulkan, mengolah,
dan menyajikan data dan
informasi dalam sistem
informasi kepegawalan sesuai
kondisi terbaru serta
meningkatkan kapasitas SDM
dalam mengelola date dan
informasi kepegawaian;
Mampy  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
peningkatan tata kelola dan
administrasi pengelolaan data
dan informasi serta rencana
peningkatan kemampuan SDM
dalam mengelola dan
menyafikan data dan informasl
kepegawaian.

14. Pengelolaan
Kesejahteraan

Mampu
mengevaluasi norma
standar, kriteria,
pedoman, petunjuk
teknis pelaksanaan
sistem  pengelolaan
kesejahteraan

4.1,

Mengevaluasi norma, standar,
prosedur, kriteria, jenis jenis
dan bentuk kescjahteraan
yang ada serta penerimanya
dan mengevaluasl
pelaksanaan pemberian
kesejahteraan dari  aspek
keadilan kelayakan serta
dampak terhadap motivasi




dan produktivitas pegawai.

4.2. Mengembangkan dan
menyusun norma, standar,
prosedur, kriteria, jenis jenis
dan bentuk bentuk
pengelolaan kesejahteraan
yang lebih effektif untuk
meningkatkan motivasi dan
produktivitas pegawai.

4.3, Menyusun rekomendasi
penyempurnaan sistem
remunerasi yang dapat
meningkatkan produktivitas
dan motivasi pegawai

15. Advokasi Kebijakan Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
otonomi daerah mengembangkan advokasi yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan QOtonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang dijalankan dengan
sesuai kondisi kelompok  sasaran  yang

berbeda.

4.2. Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah

2. Bidang Iimu

Manajemen SDM / Teknik Industri / Ekonomi / Psikologis

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

v

2. Teknis

1. Diklat
Perencanaan;

2. Diklat Pengadaan
Barang/Jasa,

3. Diklat Manajemen
SDM;

4. Diklat Kebutuhan
Pengembangan
Pegawai;

5. Diklat
Jabatan
Analisis
Kerja.

Analisis
dan
Beban

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman

jabatan dalam




bidang
kepegawaian
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki v
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jeniang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tingkat I (Tv/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas manajemen SDM (Pegawai).

2. Kualitas pengembangan SDM (Pegawai).

3. Peningkatan kualitas kesejahteraan SDM {Pegawai).
4. Peningkatan disiplin SDM (Pegawai).




Nama Jabatan KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Jabatan

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan da
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan prosedur yang ada agar terlaksana

dengan baik

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1

4.2

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientosipada hasil | 4

Mendorong  unit
kerja mencapal
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang

melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami  dan memberi
pethatian  Kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara

objektif,  transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah selaras
dengan standar pelayanan

yang objektf, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/f
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/Kelompok.

6. Pengembangan diri dan

orang lain

Menyusun program
pengembangan

41

Menyusun
pengembangan

program
jangka




jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




10. Advokasi

dan Politik

kebijakan
bidang Kesatuan Bangsa

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan bidang
Kesatuan Bangsa
dan Politik

4.2

4.3

4.1

dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini serta menganailisis
kelemahan dan kekurangan
dalam mengembangkan
berbagai  teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi

4.3

komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik;

Mendorong stakeholder untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang tepat untuk
instansi  terkait;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan instansi  terkait
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi dalam
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan;

11. Pengembangan
Nilai kebangsaan

Nilai-

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
Pengembangan Nilai-
Nilai kebangsaan

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja serta
Pengembangan Nilai-Nilai
kebangsaan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan  Pengembangan
Nilai-Nilai kebangsaan;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan informasi publik




dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Pengembangan Nilai-Nilai
kebangsaan;

12. Penguatan
Kewaspadaan
Nasional

Mampu
mengevaluasli  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
Pengembangan
Nilai-Nilai
kebangsaan

norma
prosedur

4.1

4.2 Mampu

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja
menemukan kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
penguatan kewaspadaan
nasional yang lebih
efektif/efisien;

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrument penguatan
kewaspadaan nasional;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pelayanan komunikasi
publik serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
penguatan kewaspadaan
nasional.

13. Pengembangan Budaya
Politik

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
pengembangan
budaya politik

norma
prosedur

4,1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja  pengembangan
budaya politik yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengembangan budaya poiitik
dan kinerja perangkat daerah;
Mampu mevyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengelelaan teknologi,
informatika dan
manajemen data dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada  instansi fain
atau  stakeholder terkait
pengembangan  budaya
politik dan kinerja perangkat
daerah;

14. Penguatan Nilai-Nilai
Ideologi Wawasan
Kebangsaan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
penguatan _nilai-nilai

norma
prosedur

4,1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara keria penguatan nilai-nilai




ideologi  wawasan
kebangsaan

ideologi wawasan kebangsaan
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
penguatan nilai-nilai ideologi
wawasan kebangsaan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan
manajemen data dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada  instansi lain
atau stakeholder  terkait
penguatan nilai-nilai ideologi
wawasan kebangsaan.

15. Advokasi Kebijakan 4
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri
menerapkan

otonomi daerah.

dalam
kebijakan

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Politik/Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu Hukum
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Diklat Bidang y
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Diklat Advokasi \s
Otonomi Daerah,
Diklat Wawasan v
Kebangsaan
Diklat Budaya Politik v
3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang
pemerintahan/
hukum/ politik

secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun




2.Sedang atau N

pernah
menduduki
jabatan
administrator atau

jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina(IV/a)

E. IndikatorKinerjaJabatan

1.Kualitas pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan;

2. Tingginya tingkat kewaspadaan nasional;

3. Kualitas pengembangan budaya politik;

PARAF HIERARKHIS

WABUP

SEKDA : ?—

ASISTEN | :
ASISTEN Il ;
ASISTEN Il : |

KABAG ORTALA : ", 4

BUPATI,BONE :

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jin. Prof.DR.Ing.B.J. Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020 Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG STANDAR

KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

: BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
: 1 (Satu ) Berkas

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDUIFAH PAKAYA, SH
NIP. 1973060 2ooﬁo4 1 031




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. Prof. DR.Ing.BJ Habibie No. | Kecamatan Suwawa — 96184

TELAAHAN
Kepada Yth. . Bupati Kabupaten Bone Bolango
Dari - Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor . 007 [SeT-BG /TS /95 / X)) /2020
Tanggal - |6 Desember 2020
Perihal - Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

DASAR 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

“ﬂ__, Ubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Wﬁ 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang

'L Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016
( l/t tang Pembentukan dan Susun Organisasi Perangkat = Daerah
bupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone

B o Tahun 2008 Nomor 6).

PERTIMBANGAN : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan
kegiatan dalam suatu organisasi maka harus ditunjang dengan standar
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi standar
Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosio Kultural

2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat ( 1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi
Daerah;

3. Bahwa untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi
pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango guna
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan
berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,
maka perlu adanya standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409



SARAN

Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
dilingkungan Instansi Daerah.

: Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimohon kepada Bapak Bupati

kiranya berkenan untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan ini disampaikan, dan atasnya diucapkan terima
kasih.

a.n. BUPATI BONE BOLANGO
SEKRETARIS DAERAH

Ir. ISHAK NTOMA. M.SI
NIP. 19641106 199103 1 005
Pembina Utama Madya IvV/d




